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Hukum angkasa, khususnya masalah Orbit Geostasioner 
yang menjadi inti penulisan skripsi saya, merupakan suatu 
masalah yang masih baru di Indonesia, Belum ,terdapatnya 

perundang-undangan nasional serta sedikitnya jumlah litera 
tur dalam bahasa Indonesia yang membahas masalah tersebut, 
merupakan salah satu hambatan saya untuk menulis skripsi 
ini. Namun demikian, setelah banyak menghabiskan waktu, te 
naga, maupun biaya, Alhamdulillah dengan diawali mengucap 
syukur kehadirat Allah s.w,t. akhirnya saya dapat menyele 
saikannya juga sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya.

Sebagaimana terdapat dalam pepatah yang mengatakan:
"Tiada gading yang tak retak", tentu dalam penyajian skripsi 
6aya ini akan dijumpai kekurangan-kekurangannya* Untuk itu 
segala saran, kritik, usulan, ataupun koreksi dari para pem 
baca yang ditujukan demi kesempurnaan skripsi ini akan saya 
terima dan perhatikan.

Dalam kesempatan ini pula saya tidak lupa menyampai 
kan ucapan banyak terima kasih pertama-tama kepada Bapak 
Hermawan Ps# Notodipoero, S.H. yang telah banyak meluangkan 
waktunya untuk tidak hanya sekedar memberikan bimbingan saja, 
namun lebih dari .itu juga telah banyak memberikan koreksi 
serta masukan-masukan yang berguna demi kesempurnaan skripsi 
ini. Demikian pula kepada Bapak J, Hendy Tedjonagoro, S.H. 

serta Bapak Harjono, S,H.,MCL. selaku penguji yang sekaligus
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telah mengkoreksi kekurangan yang ada pada skripsi ini ser 
ta segenap pengajar baik yang ada di jurusan hukum interna 
sional sendiri maupun jurusan-jurusan lain yang pernah me 
nyampaikan kuliah selama saya masih menjadi mahasiswa. Uca 

pan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ruman Su 
dradjat H. Hidayat, S.H. dari LAPAN yang dengan tulus ikh 
las telah banyak memberikan data yang saya butuhkan, demi 

kian pula kepada Bapak Kol.Pol.Drs. Imam Sudjono selaku Se 

kretaris Gubernur LEMHANNAS yang telah memberikan pandangan 
mengenai arti pentingnya Wawasan Nusantara maupun Ketahanan 
Nasional, kepada segenap pejabat lain dilingkungan LAPAN, 
LEMHANNAS, DEPARLU, PARPOSTEL yang turut memperlancar saya 
selama mencari data di Jakarta serta kepada kedua rekan "se 
perjuangan" saya yakni saudara Surjadi dan saudara Henney 

T.K. Sumali saya tidak lupa pula menyampaikan banyak terima 
kasih atas segala bantuannya*

Ucapan terima kasih secara khusus saya haturkan ke 

pada Drh. Barabang Poernomo S. sekeluarga di Jakarta serta 
keluarga Eddy Prasetya Karnadi di Surabaya yang dengan ke 
ikhlasan hatinya telah menyediakan tempat dengan segala fa 
silitas yang saya perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini. 
Tidak ketinggalan pula saya menghaturkan ucapan terima ka 
sih secara "istimewa" kepada ayah dan ibu yang telah mendi 
dik saya sampai berhasil menyelesaikan studi serta meraih 
gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlan^ 

ga tercinta ini, juga kgpada keempat adik saya: Dwina, Lina,
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Taufan, dan Tuty yang turut juga memberikan dorongan moril 
demi keberhasilan cita-cita saya.

Akhirnya saya berharap mudah-mudahan skripsi saya 

ini tidak hanya sekedar dipakai penghias almari belaka, me 
lainkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang ber 
manfaat kepada mereka yang berminat menulis hukum angkasa.

Surabaya, medio Juli 1985 

Juristyo Witjaksono
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BAB I 

PENDAHULUAN

1 Permasalahaas latar belakaag daa rumusann,ya

Keberhaailaa Uni Sovyet mengorbitkaa satelit SPUT

NIK I pada tanggal 4 Oktaber 1957» yang kemudiaa dilaajut 
kani'dengaa usaha-usaha pengembangannya oleh. Amerika serta 
negara-aegara teknologi. maju laianya, menjadikan suatu. 
bukti bahwa manusia telah mampu menguasai serta memanfaat 

kanriruaag angkasa maupua beada-benda laagit (celestial bo 
dieB) lainnya.

Klai. kita hidup didalam abad keangkasaan, ilmu pe 

ngetahuan. daa tekaologi khusasnya yang berhubuagan dengan 
masalah penerbangaa daa keruaagaagkasaaa telah berkembang 

dengan pesat. Berbagai beatuk benda-benda angkasa (spacer 
objects) yang dibuat oleh maausia misalnya satelit, ata>- 
siua ruang angkasa, keadaraaa ruang angkasa telah mulai 
memenuhl antariksa. Disamping hal-hal positip akibat per- 
kembaagaa ilmu peagetahuaa dan teknologi tersebut, kita , 
tidak dapat mengabaikaa kenyataan-kenyataaa yang menimbul 
kaa masalah baru bagi negara-negara lain.

Beberapa negara yang tergolong sudah meju teknolo- 
giaya tampak Baling berlomba melakukan eksplorasi dan eka 
ploitasi ruang angkasa maupua benda-benda langit taapa ■ 
memperhatikaa hak daa kepentingaa aegara yaag masih ke- 
tinggalaa tekaologinya. Perlombaaa ini tampaknya didasar

1
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kam pada teori kekuasaan dati kekuataa • Suaseaa perlom-
beani iai agakn*ya bertitik tolak pada pendapat bahwa ba-
rarig siape dapat meaguasai ruaag udara daa ruaag aagkasa,

aegaranyalah. yaag akan kuat daa dapat meaguasai aegara
lain, Sebagai conrtuoh dapat saya kemukakan bahwa satelit
Amerika yang diluacurkaa oleh. "space shuttle" telah ber-
hasll meoglrlmkaoi data permukaani bumi aegara laia kepada
pemerlatah Amerika. Hal iai berarti banyak data permukaan
bumi, termssuk Iadoaesla, telah berada ditaagaa pemerin-

tah Amerika yang disampaikanxiya melalui NASA* Perlu Juga*
dlketahul bahwa sebagaiaa data teataag Iadoaesla saat ini
dimonltor oleh stasiun bumi yang ditempatkaa dl Australia 

adaa Thailand

Diaatara pexmasalahaa tersebut, yaag sekaraag ee- 
daag hangat diblcarakan oleh baayak aegara, balk ditiag- 
ket nasional maupua iatemaalonal, adalah masalah. oxbit 

geostasioaex (Geostationary Orbit.) atau disingkat GSO. 
Perhatiaa dual a iateraasioaal terhadap masalah Iml makin 
sering dikemukakani, karena jumlah beada-beada yaag telah 
ditempatkaa dl GSO tersebut terutama satelit sudah melam 
paui daya tampung GSO itu sendirl. Keadaaa semacam iai dl 
khawatirkaa akan mempercepat kejenuhan (saturatioa) GSO* 
Banyak sarjana telah meayampaikaa pendapatnya meogenal 
hal ini, diaataranya adalah. Andrzej, Gorbiel yaag menyata-

3kan:
Special ettentioa Is given to tha geostationary orbit 
(garis bawah dari saya), which is situated at approxi

1
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3

mately 3X3,000 kilometres above tha Earth. This orbit 
already accomodates many satelites, but its, capacity 
is limited

Banyaknya keuatungaa yaag dapat diperoleh oleh su
atn aegara apabila meaempatkaa satellt>satelitaya di GSO
tersebut. menyebabkaa beberapa aegara terutama yaag sudeh.
maju tekaologinya, berusaha untuk dapat menguasai serta

memaafaetkannya semakBimal muagkia dengaa cara m.elakukaa
semacam. "peagkaplingaa" lebih dahulu tempat yaag dlpaadang
strategis.. Sebagai gambaraa bahwa GSO memang laris dapat
saya keittukaksa bahwa dalam. tahun 1976 sudeh terdapat 92.

satelit d&aataranya roilik Amerika, Uni Sovyet* Jepaag sex
4ta negara-aegara Eropa . Sarapal akhlr tahun 10H3> GSO sudaio. 

dllsl + 220 benda atau satelit* suatu jumlah yaag telah roe 

lebihl daya tampung GSO seadiri# Daya tampung GSO secara 
normal tidak lebih dari 180/ buah benda atau satelit*.

Kelebihan daya tampuag iai meagakibatkaa terlalu de 
katnya j,arek peaempataa raasiag-masiag satelit, sehiagga- ke 
muagkinaa terjadiaya benturaa, radiasl, maupua interXerea- 
si saagat besar sekall. Keadaan. iai jelas saagat bexpanga-^ 

ruh terhadap sistlm komunikaei melalui satelit, navigasl 
serta penerlmaan gelorabang radio dan televisl.

Kemuagkiaaa-kemuagkinaa inilah yang sedaag atau a- 

kaa dihadapi pemeriatah Indonesia terutama peaempataa sa- 
tellt-satellt berteaaga auklir.Sebagai gambaraa bahwa GSO 
di atas wilayah Indonesia sampai akhir tahun 1982 telah 
beroperasi leblh dari 22. satelit, diantaranya 1& buah mi-
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4

lik Uni. Sovyet, 4. buah milik Jepang, 2. buah milik India
5dan sebuah lagl milik Cina ♦

Dapat dibayangkan besarn^e akibat negatif yang da

pat ditimbulkan terhadap Indonesia apabila satelit Palapa 

dijadikan tidak berdaya oleh kegiatan satelit-satelit ne 

gara asing tersebut, misalnya terkena radiasi, interferen 
si, benturan, sehingga akan mempengaruhi cara kerja sater- 
lit Palapa itu sendiri dsn barakibat sangat membahayakaa 

serta mengancam kesatuan-persatuan bangsa, pertahanan-ka 

amanan, mental-spiritual serta menghambat jalannya pemba
ngunan Nasional. Demikian pula sejumlah kerugian yang 
mungkin ditimbulkan akibat jatuhnya benda-benda angkasa, 
satelit-satelit ke bumi seperti yang telah terjadi di Cana 
da pada tahun 197.

Monopoli pemanfaatan GSO oleh negara-negara maju 
yang tanpa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan negara 
negara yang belum maju. tersebut jelas akan merugikan texu 

tama negara-negara khatulistiwa yang sebagian besar belum 
begltu raaju teknologinya.

Beberapa kelemahan yang terdapat didalam ketentuan- 
ketentuan hukum internasional yang mengatur penggunaan GSO 
khususnya serta ruang angkasa pada umumnya menyebabkan ma
sih bertahannya prinsip "First come, first served". Hal 

ini berartL hanya negara yang sudah maju teknologinya saja 
yang akan dapat memanfaatkan GSO maupun ruang angkasa dan 
secara ekstrlm menyimpang dari ketentuan pasal I Space
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Treaty 1967 yang berbunyi.;

The exploration aad (us? of outer space, including the 
moon and other celestial bodies, shall be. carried out 
for: tha benefit and. in tha interest of all countries, 
irrespective of their dagrea of economic or scientific 
development, and shall be the province of all mankind.
Outer space, including the moon and other celestial 
bodies, shall be free for exploration and use by all 
States without discrimination of any kind, oni a basis 
of equality end ia accordance with international law, 
and thera shall be free access to all areas of celes
tial bodies.

Cara yang dilakukan negara-negara maju dalam hal 

menempatkan satelit mereka di GSO tersebut dapat menyulit- 

kaa bagi negara-negara khatulistiwa yang merupakan negara 

kolong (subjacent states) apabila dikemudian hari mereka 
akan menempatkan satelltnya pada tempat yang dipandang 
strategic letaknya. Berdasarkan kelebihan dan kemampuan 
teknologl yang dimiliki negara-nagara maju tersebut,. maka 

sekali mereka telah menempatkan benda ataupun satelit dl 
GSO kecil sekali kemungkinan negara pemilik benda tersebut 
yang mau< memindahkannya guna dltempatl satelit negara lain. 
Hal ini seakan-akan merampas hak dan kepentingan negara 
yang lebih memerlukannya.

Mengingat masalah GSO merupakan masalah internasional 
yang perlu diselesaikan bersama, maka sudah sepantasnyalah 
apabila Indonesia sebagai negara khatulistiwa terpanjang 
ikut aktlf didalamnya. Dengan telah diakuinya doktrin Wawa
san Nusantara yang didalamnya mencakup Wawasan Benua, Wawa

san Bahari, serta Wawasan Dirgantara oleh. dunia internasi

onal, maka sudah sewajarnya apabila kita dituntut untuk da-
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6

pat mengamankan serta memanfaatkan sesuai dengan kepentin^ 
anj aasionalnyac

Wawasan Nusantara yang telah diterima dan disahkan 
sebagai "politik Ketatanegaraan" Indonesia melalui Ketetajs 

an MPR Nomer IV/MPR/197.3 tidaklah hanya bersangkut paut de 
ngan wilayah peraixan saja, melainkan sebagai satu kesatuan 

yang u-tuh. aatara wilayah kedaulatan nasional yakni wilayah 

darataa, perairan dan udara, dengan wilayah kepentingan na 
sional bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia antara lain 
yang terdapat di Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif, 

dan Orbit Geostasioner. Dalam hubungan ini saya sempat me-
&ngutip pendapat Priyatna Abdurrasyid yang raengataken:

Sampai saat iai, kalau kita berbicara tentang Wawasan 
Nusantara, apakah pemikiran maupua rencana pemanfaatan 
nya, masih saja terdapat suatu tanggapan, bahwa Wawasan 
Nusantara itu hanya mempunyai sangkut-paut dengan Hukum. 
Laut saja. Seharusnya setiap pemikiraa-pelaksanaan-peng 
implementasian dan pengisian bertitik tolak pada bebera 
pa kenyataan*, yakni pertama-tama bahwa negara kita yang 
mempunyai bentuk negara kepulauan dan equatorial ini, 
terdiri dari fcagian^bagian integralistik wilayah % dimen 
si dengan suatu. kepanjangan wilayah kepentingan nasional 
kelangsungan hidup, yakni orbit geo-stationer (,rgeo sta
tionary' o3bifcft}- Aoapun wilayah-wilayah dimensi ini ia^ 
lah; wilayah daratan, eebsgai dimensi pertains, wilayah 
perairan sebagai dimensi kedua, wilayah. udara sebagai 
dimensi ketiga, dengan kepanjangan wilayah ke^ejitingan 
nasional kelangsungan hidupnya {"preservation”)

Kehadiran satelit generasi Palapa sejak tahun 1976
memberikan dampak positip bagi perwujudan kesatuan dan per-
aatuan. negara dan bangsa Indonesia disegala bidang kehidupan.
Untuk itu perlunya kita menjaga serta mengamankannya kawasan

disekitar Palapa terhadap gangguan satelit milik negara lain.
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Usaha kearah ini telah dilakukan Indonesia yang pada tahun 
197,6 bersama-sama negara-negara khatulistiwa lainnya yaitu: 

Brazil, Colombia, Congo, Equador, Kenya, Uganda, dan Zaire 
telah mencetuskan Deklarasi Bogota yang isinya antara lain 
menyatakan bahwa negara-negara khatulistiwa mempunyai keda
ulatan atas segment. GSO di atas wilayah kedaulatannya* Tun- 
tutani negara-negara khatulistiwa ini kemudian lebih dilunak 
ken lag! dalam pertemuaa mereka yang kedua dl Quito pada ta

hun 1982 yang menyatakan bahwa negara-negara khatulistiwa 
mempunyai "right, to preserve" terhadap segment GSO dl atas 
wilayah- terrltorialnya. Usaha yang dilakukan oleh Indonesia, 
lebih* nyata lagl dengan dikeluarkannya Undang-Uadaag Nomer 20. 
tahun 1982 tentang "Keteatuaa-Ketentuan Pokok Pertahaaaa Ke- 
amaaaa Negara Republik Indonesia" yang didalamnya telatou me- 
masukkaa GSO kedalam pengertian dirgantara.

Peadiriacu Indonesia untuk menuatut hak berdaulatnya 
terhadap GSO tersebut sesuai dengaa prinsip-prlnsip yang 
terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 194.5. Penem- 
patan satelit milik aegara asiag, terutama yang digunakan 
uatuk tujuan militer, di atas wilayah territorial Indonesia 

dapat membahayakan kelangsungaa hidupnya dan secara tidak 
langsung merupakaa suatu bentuk penjejahen dalam art! pen^ 
jajahaa teknolog^.. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang 
terdapat dalam. Aliaea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 

194-5, dimana pada priasipnya Indonesia menentang segala mB- 
cam bentuk penjajahaa termasuk dalam hal ini peajajahaa ilmu,
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kebudayaan.. jnaupun teknologi. Disamping itu, penjajahan 

teknologi tersebut merupakan salah satu penghambat cita- 

cita luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupaa kebangsa- 
an. yang bebaa sesuai dengaa prinsip Aliaea Kedua daa Ke- 

tiga Pembukaan Uadaog-Undaag Dasar 1945*
Tujuaa nasloaal Indonesia sebagaimana tercantum. da

lam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 . menyatakaa bah
wa Iadonesia ikut serta menjaga perdamaiaa daa ketertibaa 

dunia berdasarkaa rasa keadilaa daa kemaausiaan taapa me- 
maadang tiagkat pengetahuaa dan ekonomi. Usaha iai. hanya 

muagkia dapat terwujud apabila di aegara kita seadiri di- 
liputi suasana amaa, tertib daa damai. Untuk dapat meacip- 
takaa suasana seperti ini, make kita harus dapat meaaagkal, 

meagatasi serta maoghaacurkaa segala macam aacamaa, hambataa 
maupua gangguan dalam segala bentuk daa dari manapun juga 

datangnya termasuk dalam hal iai gangguaa dari satelit GSO. 
Bukaa tidak muagkia bahwa satelit milik aegara asiag yaag 
ditempatkaa di atas wilayah Indoaesia dapat digunakan ua- 
tuk memata-matai wilayah yaag vital. Oleh kareaa itu, kita 
perlu segera meagusahakaa melalui perjuangan intemasional 

adanya rezim hukum "sui. generis" GSO.
Disampiag pembukaaa UUD 1945 yaag melater belakaagi 

perjuangaa Iadoaesia atas GSO, secara de facto didasarkan 
adanya penyalahguoaaa fungsi ruang angkasa oleh negara-ae 

gara yaag tergoloag sebagai "Space Power". Peoyalahguaaan 
fungsi ruang aagkasa iai sering dilakukan karena beberapa
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prinsip yang terdapat dalam "Space Treaty 1967," sebagai
sumber utama segala aktivitas dl ruang angkasa saat ini

sudah tidak sesual lag! dengan tingkat. kemajuaa ilmu peage
takfaaa dan tekaologl. Muaculaya peaemuan-peaemuaa baru di—

bidaag tekaologi keaatariksaaa misalaya remote sensing, BBS,
Nuclear Power Sources, merupakaa masalah baru disampiag GSO*

2*. Peajelasaa Judul
"Aspek Hukum. Pemaafaataa Orbit Geostasioaer (GSO) 

dalam kaitaanya d-eagaa Wawasan Nusaatara" merupakaa judul 
yaag saya pilih. Adapun mengenal peajelasaa judul tersebut 

secara siagkat dapat saya uraikaa sebagai berikut:

Aspek Hukum merupakaa laadasaa yuridis yaag saya go- 
aakaa untuk mengaaallsa permasalahaa meliputi kaedahr-keedah. 

hukum iateraasioaal aatara lain: Piagam PBB, Resolusl MU-PBB, 
haaH.-hasil koapereasl internasional yaag diseleaggarakaa 

oleh. UNCOPUOS, ITU, UNISPACE serta kaedah-kaedakt yaag ter
dapat dalam hukum aasioaal yaitu: Uadeng-Uodang Nomer 4 Prp* 
tahua 1960» Uadaag-Uadang Nomer 1 tahua 197J, Uadaag-Undaag 
Nomier 20 tahua 1982, Uadaag-Uadaag Nomer 4 tahua 1982. serta 

Uadaag-Undaag Nomer 5 tahua 1983.
Pemaafaatan merupakaa beatuk peadayaguaaaa sumber 

daya alam GSO mencakup kegiataa eksplorasi daa eksploitasi 
dengan melakukaa konservasi(membatasi peaggunaaaaya) serta 
diversifikasl(melakukaa peagembangaa).

Orbit Geostasioaer (GSO) merupakaa suatu jalur orbit 

di etas padang khatulistiwa pada jarek ketinggiaa + 35.871 km
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dari permukaan bumi dimana sebuah benda (misalnya satelit) 
yang ditempatkan di orbit sirkuler tadi memiliki waktu pu- 

taran yang Bama dengan waktu rotasi bumi dan bergerak searah 

dengan bumi*
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia 

tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba 
terhubung serta pemekarannya ditengah-tengah liagkuagaa ter 
sebut, berdasarkan asas Nusantara.

3.. Alasam Pemllihaa Judul
Pesatnya laju perkembangan peagetahuan darn teknologi, 

terutama yang menyangkut aspek penexbangan daa keruaagaagka- 

saaa Bering menimbulkan beberapa masalah baru yang harue se
gera dicarikaa cara penyelesaiannya sesuai demgaa hukum yaag 

berlaku. Sehubuagan dengan hal ini saya kutip peadapat Iago 
voa Muach yaag mengatakan:?

Space technology had developed faster thaa Iaternatio- 
aal Law. Intematioaal lawyers were faced, literally, 
overnight with, a aew problem, for which, no ready-made 
solution existed • . • •

Saleh satu persoalan yaag menarik mengingat keuniken 

letek geografi Indonesia disepanjang garis khatulistiwa a- 
dalah pemanfaatan sumber daya alam GSO di atas wilayah ke- 
daulataa territorialaya. Disampiag itu dengan berfuagsinya 
satelit. seri palapa, kepentingan Indonesia atas segmea GSO 
meajadi suatu kebutuhan mutlak.

Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi ITU 
tahun 1973* menyusul kemudian dikeluarkaanya Undang-Uadaag
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Nomer 20 tahun 1932 y8ng didalamnya terdapat ketentuan yang 
menyatakan bahwa GSO sebagai sumber daya alam terbatas ter 
masuk dalam pengertian dirgantara, merupakan salah satu buk 
ti. ayata bahwa GSO saat ini menjadi salah satu kebutuhan mu 

tlak bagi Indonesia.

4,.. Ta.luani Peaulisaa
a. Untuk melengkapi salah. satu syarat memperoleh 

lar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Univexsitas Aix 

langga;
b.. Memberikan sumbaagaa pemikiraa bagi peagembaagan 

peagetahuaa dibidaag keruaogaagkasaaa khususnya yaag meayang 

kut GSO;
c. Memberikan sekilas gambaraa ten tang erti peatia£ 

nya GSO di. masa sekaraag maupun di masa mendatang dalam raog 
ka implement asi Wawasan Nusaatara;

d. Untuk diguaakaa sebagai salah satu bahaa pextim- 

bangaa dalam. meayusun Uadaag-Uadaag teataag Kedirgaataraaa 

Na8ioaal Republik lodone&ia.

5. Metodologl
a.. Peadekataa Masalah.

Mengguaekan metode deduktif-analitik yakni mengemuka- 
kaa beberapa fakta atau kejadian yaag bersifat umum berdasar 
kaa data yaag ada uatuk kemudiaa diaaalisa deagaa berpijak 
pada ketentuaa-keteatuaa hukum. yaag ada relevansiaya deagaa 

iati skripsi iai.
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b, Sumbex Data,

Berupa buku, karya-karya. ilzniah, masalah, sura-t kabar, 

dokumen-dokumen, pexundang-undangan nasional maupun intema
sional*

c. Prosedur Peagumpulan dan Pengolahan Data*

Mencari dan menemukan data yang ada di pexpuatakaan 
non-eksakta Universitas Airlangga maupun perpustakaan umum, 

mengadakan kunjungan dan wawancara langsung pada lembaga atau 
departemen di Jakarta yang, ada hubuagannya dengan j.udul skrij) 
si. antara lain LAP AN, LEMHANNAS, PARPOSTEL, DEPAR1U.

Data yang sudah terkumpul kenmdian aaya> kelompok-kdom 
pokkan kedalam dua kclompok, yaitu yang bersifat umum dan khu 
sua membahas GSO. 

d* Analisa Data*
Data yang sudah dipisah.-pieahkan tersebut kemudian saya 

kaitkaa dengan permasalahan yang saya tulia satelah dilakukan 
peaganaliaaan secara yuridis maupun non-yuridia*

6-. Pertanggungjawaban Siatematika

Penulisan skripsi ini akan saya bagi tialara, 4 Bab. Bab I 
yang merupakan Bab Pendahuluan akan. saya uxaikan secara garis 

besar latar belakang permasalahan untuk dapat memberikan gam*- 
baran sekilas apa yang sebenarnya merupakan inti skripsi iai. 
Diaamping itu bab iai juga bexfung«i sebagai landaean untuk 
perabahasan selanjutnya agar tidak keluar dari kontekanya. Se- 
lanjutnya masih dalam bab ini pula saya uraikan penjelasan 

dan alasan pemilitoan juttul agar para pembaca lebih mudah. me-
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mahami iai daa maksud penulisan Ini, tujuan penulisan, me- 
todologi serta pendekatan masalah agar dapat dipertanggung- 
jawabkan kebenarannya.

Sebelum. sampai pada puncak pembahasan, maka didelam 

Bab, II yang berjudul: GSO DAN WAWASAN NUSANTARA, didalamnya 
akan; saya uraikan segala aspek yang menyangku.t GSO meliputi 
pengertian, karakteristik dan peraturan-peraturan hukum GSO, 
serta kaitan GSO dengan Wawasan Nusantara- Saya sengaja meng 
kaitkan GSO dengan Doktrin Wawasan, Nusantara, karena peman- 
faeten GSO merupakan salah satu implementasi nysta Wawasan 

Nusantara*- Wawasan Nusantara telah menjadi pedoman yang se- 

lalu. dlgunakaru oleh bangsa Indonesia untuk memperjuangken 

setlap kepentingan nasionalnya di fora internasional, sehin£ 
ga wajar. apabila doktrin Wawasan Nusantara ini saya kemuka- 
kan lebih dahulu dl dalam bab ini*

Setelah memahami adanya keterkaitan GSO dengan Wawa 
sen Nusantara, maka akan tampak serasl apabila saya member! 
judul Bab III dengan: PERANAN INDONESIA SEBAGAI "NEGARA KHA
TULISTIWA " DALAM RANGKA IMPLMENTASI WAWASAN NUSANTARA TER
HADAP P EM AN FA AT AN ORBIT GEOSTASIONER. Bab ini membahas ten- 

tang dampak posltip pemanfaatan GSO bagi- Indonesia yang di- 
daskan pada kondisi geograflsnya aepanjang khatulistiwa*. 
Kemudian dilanjutkan dengan membahas usaha dan perjuangan 
Indonesia melalui fora internasional maupun nasional yang di 
lakukan bersama-sama dengan negara-negara khatulistiwa yang 

lain guna mendapatkan hak yang sesual dengan kedudukannya se
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bagai satu aegara yaag dilalui garis khatulistiwa terpaa- 
jang didunia. Tentunya dalam peaulisaa iai disertakan pula 
beberapa pertimbaagaa non-yuridis maupua yuridis yang men- 
dasari tuatutan Iadoaesia terhadap GSO di atas wilayah ke>- 

daulataaaya.

Akhiraya peaulisaa iai saya akhiri deagaa mengete- 
agahkaa beberapa kesimpulaa yang mexupakaa rsngkumaa bab- 
bab sebelumnya. Dalam bab penutup iai saya sertakan pula 

beberapa saraa yaag muagkia dapat bermanfaat bagi perjuaog 
sa Iadoaesia selaajuta^a. Kesimpulaa daa Saraa iai sekali- 

gus saya jadikaa sebagai Bab peautup.
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GSO DAN WAWASAN NUSANTARA

1. Beberapa Pengertian GSO
a. Pendapat para sarjana,

Stephen Gorove mengatakan bahwa "The geostationary 
orbit is a circular orbit at a distance of approximately

Q
22,300 miles (35*800 kilometers) above the earth's equator”.

Priyatna Abdurrasyid, salah seorang staf ahli Menko 

Polkam yang juga merangkap sebagai Guru Besar Hukum Angkasa
Qpada Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung menyatakan:

Orbit Geostationer merupakan suatu jalur orbit di atas 
padang khatulistiwa pada jarak ketinggian + 35.871 km 
dari permukaan bumi dimana sebuah benda (misalnya sate 
lit) yang ditempatkan di orbit sirkuler tadi memiliki 
waktu putaran sama dengan waktu rotasi bumi dan berger 
rak searah dengan bumi.

Walter R, Hinchman berpendapat bahwa "The geostatio
nary orbit 'may be considered as a thick, broad band of spa
ce lying roughly 22,300 miles above the earth's surface,di
rectly above and concentric with the equator1 **■?

Jessup dan Taubenfeld lebih menyukai menyebut GSO de
ngan istilah "the equatorial orbit", yaitu:11

The equatorial orbit at about 35,000 kilometers altitude 
results in a satellite whose period is exactly that of 
the earth. Thus one placed over the equator, moving east 
ward in its orbit, would appear to remain always at the 
same point in space as viewed from the earth . .

Martin A. Rothblatt berpendapat bahwa "The geostati
onary orbit, a ring of space six earth radii above the equ
ator, is where a communication satellite must be placed in

12order to assume a fixed -position in the sky ,

BAB II

15
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E. Suherman, salah seorang staf pengajar hukum Ang
kasa pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Orbit Satelit Geo
stasioner atau lebih dikenal dengan singkatan GSO adalah:^

Jalur lintas yang relatif sempit pada ketinggian 
kurang lebih 36.000 km dan terletak dalam perpan 
jangan bidang khatulistiwa bumi yang sangat cocok 
untuk lintasan satelit tertentu, karena dalam lin 
tasan ini kecepatan satelit sama dengan kecepatan 
perputaran bunii, sehingga dilihat dari suatu tem 
pat di bumi, satelit demikian terlihat tetap pada 
suatu titik di angkasa.

b. Deklarasi Bogota tahun 1976,
Merupakan suatu hasil pertemuan yang pertama 8 (de

lapan) negara-negara khatulistiwa atau dapat disebut juga

sebagai "First Meeting of Equatorial Countries" yang te
lah berlangsung pada tanggal 29 Nopember samapai dengan
3 Desember 1976 di Bogota - Colombia. Salah satu kesimpul
an Deklarasi tersebut berbunyi sebagai berikut:"^

The geostationary orbit is a circular orbit on 
the equatorial plane in which the period of si 
deral revolution of the satellite is equal to 
the period of sideral rotation of the Earth and 
the satellite moves in the same direction of the 
Earth's rotation.

c. Dokumen PBB tahun 1977*
Dokumen PBB yang berjudul "Physical Nature and Tech 

nical Attributes of the Geostationary Orbit" ini tidak se 
cara langsung mencantumkan definisi atau pengertian GSOs 

Dokumen yang telah dipersiapkan sebagai hasil study Sekre 

tariat Jendral PBB ini telah diterima oleh Majelis Umum pBB,
Pengertian GSO itu sendiri masuk didalam definisi
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satelit geostasioner sebagaimana tersebut dibawah ini:
A geosyinchronous satellite Is an earth satellite 
whose period puf revolution, is equal to the period 
of rotation of the earth about its axis, and a 
aetationary satellite is a satellite, the circular 
orbit of which lies in the plane of the earths e- 
quator and which turns about the. polar axis of the 
earth'in. the direction and with the same period as 
those of the earth's rotation. The orbit on which 
a satellite should be placed to be a geostatioos- 
ry satellite is called the geostationary orbit. .

2. Karakteristik dan Feratursn-Peraturan Hukum, GSO

a.- Keunikan dan sifat-sifat GSO.
Keunikan GSO sangat menguntungkan bagi penempatan 

berbagai macam wahana antariksa yang digunakan untuk mer 
nunjang kebutuhan hidup manusia sesuai dengan kemajuan il 
mu pengetahuan dan teknologi di masa Bekarang maupun di 

masa mendatang.
Berdasarkan kedudukannya, GSO berada di atas bidsng 

khatulistiwa bumi. Garis khatulistiwa merupakan garis hori 
sontal bumi yang membagi bumi menjadi due- belahan (belahan 
utara dan selatan) sama besamya. Dengan demikian, misalnya 
suatu satelit ditempatkan di orbit GSO akan dapat menjangkau 
atau mengamati permukaan bumi relatif lebih luas dibanding- 
kan jika ditempatkan di orbit satelit yang lain.

GSO termasuk didalam kelompok orbit geosinkron, yak 

ni oubit satelit yang periode putarannya sama dengan peri- 
ode rotaBi bumi pada sumbunya. Orbit satelit geosinkron da
pat berbentuk ellips maupun lingkaran. GSO merupakan orbit 

geosinkron yang berbentuk lingkaranHan berada pada keting-
AS

gian 35.786,557 km di atas khatulistiwa .

15
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GSO memiliki periode serta arah perputaran yang saraa 

dengan xotasi bumi pada poxosnya, sehingga apabila suatu 
satelit ditempatkaa pads posisi di GSO, dilihat dari su
atu titik tetap di bumi, satelit tersebut akan tampak diam 

atau "stasionex”. Sifet "stasioaex" ini sangat raenguntung- 

kaa karena satelit tersebut dapat digunakan untuk mengada- 
kan. hubungan terus menerus tanpa terputus dengan stasiua 
di bumi sehingga akan didapatkaa informasi yang lebih leag- 

kap dan akurat. Disamping itu sifat "stasioner" ini menye^ 
babkan benda atau satelit selalu dalam keadaan pada posisi 
yang tetap dan kemungkinari untuk pindah atau bergesex di 
tempat lain* sangat kecil sekali.

Satelit mengorbit bumi bergantung pada waktu yang
ditentukan oleh jari-jari orbit dari pusat bumi. (GSO mera-

17punyai jari-jari dari pusat bumi sebesar 42.164,175 km)
Dalam geraknya satelit mendapat dua jeais gaya utama 

yaitu gaya tarik bumi yang berueaha untuk menarik satelit 
ke bumi serta gaya sentrlfugal yang diakibatkan oleh gerak

1o
satelit daa berusaha untuk "melempar" satelit meajauhi bumi .
GSO merupakaa lintasan satelit berbentuk lingkaraa yang me-
nyerupai sebuah cincin di ruang angkasa dengan tebal + 350 km

19dan lebar + 150 km . Sebuah satelit yang ditempatkan di GSO 

mendapat dua jenis gaya utama sema besar, sehingga akan mera- 
perkecil atau menguxangi resika jatuhnya satelit memasuki 

atmosfix bumio
Lintasan satelit yang berbentuk lingkaran mengakibat-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK HUKUM PEMANFAATAN ... JURISTYO WITJAKSONO



19

kan GSO tidak memiliki perigee. (titik terdekat) maupun. apo

gee (titik terjauh). Tidak adanya kedua titik iai akaa le

bih memudahkaa untuk melacak atau mendapatkan kemball ben
da atau satelit yaag tersesat dalam waktu relatif singkat.

Adanya beberapa kelebihan serta keunikan GSO ini me- 
nyebabkan lokasi tersebut secara teknis-ekonomis sangat effi- 
sien. guna menempatkaa berbagai macam satelit antara lain: 
satelit meteorologi, navigasi, relay untuk tracking data, 
hankam, sumber daya matahari, remote sensing serta telekomu- 

nikasl. Hal ini disebabkan karena lokasi GSO dapat bebas dari 
pengaruh-pengaruh atau ancaman yang dataag dari permukaan bu
mi misalnya gempa bumi, bsdai listrik, tanah longsor, letuean

20gunung berapi, ombak l8ut daa banjir
Disamping memiliki beberapa kelebihan, GSO juga mem-

punyai kekurangan yakai merupakaa sumber daya alam terbatas
? 1(limited natural resource) yang berarti:

1. Secara fisik, hanya ada satu cincia orbit geostasioner 
yang panjang busur rata-ratanya terbatas (yaitu sekitar 

264.296,20 km).
2e Jumlah satelit yang dapat ditempatkan pada orbit geosta

sioaer iai, dengaa memperhitungkan teknologi yaag dikem- 
bangkaa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, ter
batas; diperkirakan tiap panjang busur 2a (1654,98-km) 
hanya dapat ditempati oleh satu satelit, mengungat ke- 
mungkinaa tabrakaa daa kemampuaa pemeliharaaa posisi (sta

tion keeping).
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3. Spectrum frekwensi yang dapat digunakan untuk komunika- 
si dari satelit ke bumi dan sebaliknya mempunyai kurua 

harga yang terbatas, juga ditinjau dari segi teknologi, 
sehingga dari pertimbangaa frekwensi yang dapat dialoka- 
sikan per satelit, jumlah satelit yang dapat menempati 

orbit geostasioner juga terbatas* Tingkat keterbatasaa 

jumlah satelit dari pertimbangaa kejenuhaa spektrum fre 
kwensi lebih tinggi dari tingkat keterbatasan dari per
timbangan kejenuhan posisi pada orbit.

4* Untuk tiap negara, panjang bueur pelayanaa (service arc) 
yaag dapat ditempati oleh satelit guaa komunikasi leng- 
sung dari satelit ke bumi daa sebaliknya juga terbatas, 
daa tergaatung pada panjang busur garis lintaag daa k&- 

dudukaa garis lintang afaag membatasi geografi negara 
yang, bersangkutaa.

5* Kebutuhaa maausia akan pengguaaaa satelit pada orbit ge>- 
ostasioner ini cenderung tumbuh kearah jumlah yaag tidak 

terbatas.
6* Adanya berbagai tuntutaa terhadap hak peagguaaaa orbit 

geostasioner ini (first come,first served; equitable 
access, sovereign right dsb.), menjadikan orbit geosta 

sioaer iai lebih terbatas lagi pemanfaatann^a.

Jumlah satelit yang terdapat didalam GSO pada tahun
1977 telah mencapai 100 buah dan diperkirakan antara tahun
1990 hingga 1991 akan diloatarkaa sebanyak 274 satelit geo

o p  ~
stasioner (GEOSAT) •
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GSO sebagai sumber daya alam terbatas tidak hanya
didasarkan pada daya tampungnya saja, melainkaa juga pada
pemilihaa orbit posisi yang akan digunakan untuk menempat-
kaa satelit agar dapat melakukan jenis pelayanan (service)
tertentu pada area tertentu pula. Suatu satelit yang dimak

sudkaa uatuk menyelenggarakaa suatu jenis service tertentu

agar dapat mencakup ares tertentu pula, tidaklah dapat di-

tempatkaa begitu saja dalam setiap posisi di GSO* Pemilihan
2%orbit posisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

a. Jenis service yang diinginkaa.
b. Daerah atau area yang akaa dicakup (Visible arc).

c. Technical daa operational system yang akaa digunakan.
Disamping memiliki sifat terbatas, GSO juga menjadi 

sumber daya alam langka (scarce natural resource,) yaag di- 
sebabkaa karena keuaikam sifat-sifatnya daa merupakan satu 
satuaya orbit yang hanya terdapat di atas wilayah yaag di- 
lalui garis khatulistiwa saja.

Dari uraiaa tersebut diatas dapat saya kemukakaa 
ciri-ciri khusus GSO yaitu:
1. Terletak di atas bidang khatulistiwa bumi;
2. Periode putarnya sama dengan periode rotasi bumi pada 

porosnya;
3. Merupakan. orbit berbeatuk circle atau lingkaraa;

244. Terdapat gaya tarik bumi.

b. Dasar hukum pemakaiaa GSO.
Dasar hukum pemakaiaa GSO terdapat dalam pasal 33
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ayat 2 Konvensi Telekomunikasi Internasional tahun. 1973
yang berbunyi:

la using frequency bands for space radio services 
Members shall bear in mind that radio frequencies 
and the geostationary satellite orbit are limited 
natural resources, that they must be used effici
ently and economically so that countries or groups 
of countries may have equitable access to both in 
conformity with the provision of the Radio Regula 
tions according to their needs and the technical, 
facilities at their disposal,

Adapun ketentuan yang dimaksud dalam Radio Regula-
tion antara lain berbunyi: '

An administration (ox one acting on behalf of e 
group of named administrations) which intends ta 
establish a satellite system shall, prior to the 
coordination procedure . . - # send to the Inter 
national Frequency Registration Board not earlier 
than five years before the date of bringing into 
service each satellite network of the planned sys 
tern, the information listed ♦ * . . “
Before an administration notifies to the Board or 
brings into use any frequency assignment to a space 
station on a geostationary satellite or to an earth 
station that is to communicate with a space station 
on a geostationary satelite, it shall effect coordi 
nation of the assignment with any other administra" 
tion whose assignment in the same band for a space 
station on a geostationary satellite or for an earth 
station that communicates with a apace station on a 
geostationary satellite is recorded in the Master 
Register, or has been coordinated or is being coor
dinated under the provisions of this. paragraph.For 
this purpose, the administration requesting coordi 
nation shall Bend to any other such administration 
the information listed . . . •

Sesuai dengan bunyi ketentuan Radio Regulation ter- 
sebut diatas, make terdapat kewejiban-kewajibsn yang harua 
dipenuhi bagi calon pengguna GSO atau frekwensi sebelum 
mereka menggunakannya yakni;kewajiban untuk mempublikasiken 

rencana sistem satelitnya, koordinasi mengenai penggunaan
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frekwensi, pemberitaan mengenai technical characteristic 
dari sistem yang akan digunakan, serta pencatatan frekwen 

si yang digunakan kedalam Master Register*

c. Badan-badan Internasional yang mengetur pemakaian GSO. 

International Frequency Registration Board (IFRB) seba 
gai salah satu organ tetap ITU yang mempunyai tugas pea 
ting sebagaimana terdapat dalam pasal 10 ayat 3 Konven 
si ITU tahun 1973 antara lain:
- to effect an orderly recording of the positions assig 

ned by countries to geostationary satellites;

- to furnish advice to Members equitable, effective end 
economical use of the geostationary satellite, orbit;

- to perform any additional duties relating to the uti 
lization of the geostationary satellite orbit.

United Nations Committee on the peaceful Uses of Outer
Space (UNCOPUOS) melalui kedua sub-komitenya yakni. Sub
Komite Hukum daa Sub Komite Ilmiah dan. Teknifc. Dalam Re-

solusi MU-PBB Nomer A/RES/38/80 tanggal 10 Pebruari 19&4
mengenai "International co-operation in the peaceful u-
ses of outer space" dinyatakan bahwa Sub Komite Hukum
diberi tugas untuk:

Establish a working group to consider, on a priori
ty basis, matters relating to the definition and 
delimitation of outer space and the character and 
utilization of the geostationary orbit, including 
the elaboration of general principles to govern the 
rational and equitable use of the geostationary or
bit, a limited natural resource, end, to that and 
requests Member States to submit draft principles; 
in doing so, it would have to take, account of the
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different legal regimes governing airspace and outer 
space, respectively, and the need for technical plan 
ning and legal regulation of the geostationary orbî E*

sedangkan Sub Komite Ilmiah dan Teknik mempunyai tugas:
Its examinatioa of the physical nature and technical 
attributes of the geostationary orbit.

d. Cera menyelesaikan perselisihan yeng timbul sehubungan
dengaa aktivitss terhadap GSO.

Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan adanya
aktivitas terhadap GSO, make penyelesaiannya dapat dilakukan
sesuai dengaa ketentuan pasal 50 Konvensi ITU tahun 1973
mengenai "Settlement of Dispute" yang berbuayi:

1. Members may settle their disputes on questions ref
lating to the interpretation or applicatioa of this 
Conventioa or of the Regulations contemplated ia 
Article 42, through diplomatic chaanels, or accor 
ding to procedures established by bilateral or mul 
tilateral treaties concluded between them for the" 
settlement of international disputes, or by aay 
other method mutually agreed upon.

2« If none of these methods of settlement is adopted, 
any Member party to a dispute may submit the dispu 
te to arbitratioa in accordance with the procedure 
defined in the General Regulations or ia the Optio 
nel Additional >rotocoolf as the case may be. “
Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, make para

pihak yang berselisih boleh memilih salah satu dari keem-
pat. cara penyelesaiaa perselisihan tersebut yaitu:

Melalui saluran diplomatik;
Menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjiaa 

bilateral atau multilateral yang dibuat sendiri oleh pa 
ra pihak yaag bexselisih;

Cara-cara lain yang ielah disetujui bersama oleh para
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pihak yang berselisih atau 
« Menyerahkan kepada badani arbitrase.

Apabila para pihak yang beraelisih tidak mau menye

lesaikan raenurut cara-cara tersebut diatas, maka kepadanys 
ekan dikenakan penyelesaian perselisihan yang dipaksakan. 
(Compulsory Settlement of Disputes)• Ketentuan ini terdapat 
dalam pasel 1 Protokol Tambahan Tak Wajib (Optional Additi 

onal Protocol) Konvensi ITU tahun 1973 yang berbunyi;
Unless one of the methods of settlement listed in 
Article 50 of the Convention haB been chosen by 
common agreement, disputes concerning the interpre 
tation or application of the Convention or tha Re
gulations mentioned in Article 42 thereof shall, at 
the request of one of the parties to tha dispute, 
be submitted for compulsory arbitration . . . .

Cara penyelesaian perselisihan yang ditawarkan oleh
Konvensi ITU tahun 1973 tersebut sesuai dengan prinsip yang
terdapat dalam Piagam pBB tentang keharusan menyelesaikan
perselisihan secara damai yang berbunyi:

All Members shall settle their international disputes 
by peaceful means in such'a manner that international 
peace and security, and justice, are not endangered.

Selanjutnya pasel 33 Piagam PBB menyatakan:
The parties to any dispute, the continuance of which 
is likely to endanger the maintenance of internatio
nal peace and security, shall, first of all, seek a 
solution by negotiation, inquiry, mediation, concili 
ation, arbitration, judicial settlement, resort to ~ 
regional agencies or arrangements, or other peaceful 
means of their own choice.

S'carke telah mengajukan cara menyelesaikan perselisihan
internasional secara damai melalui:

a. Arbitration.
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bo Judicial settlement.

c. Negotiation, good offices, mediation., conciliation, or 
inquiry*

d. Settlement under the auspices of the United Nations 
Organisation*

Konvensi ITU tahun, 1973 tidak menetapkan secara te-
gas badan-badan khusus yang diberi wewenang untuk memutus-
kan perselisihan sehubungan dengan aktivitas di GSO.. IFRB

salah satu organ tetap ITU tidak mempunyai wewenang untuk
mengambil keputusan atas perselisihan yang terjadi. Dalam

hubungan ini saya mengutip pendapat Donna C* Gregg yang
menyatakan:^

Although the IFRB is empowered to investigate and 
advise, it lacks positive enforcement authority 
and cannot impose any particular solution or, in
deed., any solution at all on the. parties in con
flict.

Sehubungan dengan hal ini, Konperensi Administrative 
Radio yang diadakan oleh Region 2 pada tahun 1983 antara 
lain mengusulkan Mahkamah Intemasional (ICJ) sebagai sa
lah satu badan yang dapat diberi wewenang memutus perseli
sihan yang terjadi sebagaimana yang dikatakan oleh Martin

pQ
A. Rothblatt.:

Region 2 countries may wish to reconsider the appro
priateness of orbit/spectrum planning, and if a mino 
rity of states is unsuccessful in preventing the edoja 
tion of an orbit/spectrum plan, they may wish to enter 
appropriate reservations with respect to the plan and 
to chalennge its legality before the International 
Court of Justice, a municipal court, and/or a speci- 
ally designated arbitral tribunal.
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3. Keterkaitan GSO dengan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara yang telah diterima dan diakui

masyarakat internasional sebagai konsepsi kewilayahan,
mexupakan pedoman bagi Indonesia untuk memperjuangkan ser
ta membela wilayah kepentingannya. Kehadiran konsepsi Wa^
wasan Nusantara itu sendiri tidak dapat dipisahkan kaitan-

n^a dengan Deklarasi Juanda tahun 1957 yang diilhami serta
dijiwai oleh Doktrin Nusantara yakni merupakan hak hidup

bagi bangsa dan negara Indonesia, suatu fakta yang tidak
inungkin dirobah atau dikurangi lagi dan merupakan "conditio

29sine qua non1' kehidugan bangsa dan negara Indonesia .Oleh 
karena demikian besar arti dan peranan Wawasan Nusantara 
bagi perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, 

maka melalui TAP Nomer IV/MPR/1973 Wawasan Nusantara telah 
dijadiken suatu pedoman dalam mencapai tujuan Pembangunan 

Nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara se- 
bagai satu kesatuan politik, sosial-budaya, ekonomi dan 
pertahanan-keamanan.

Salah satu implementasi Wawasan Nusantara dibidang 
pertahanan-keamanan adalah diundangkannya Undang-Undang 
Nomer 20 tahun 1982 tentang "Ketentuan-Ketentuan Pokok 
pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia”. Angka 4 
Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa 
Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik bangsa Indo 
nesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu 

kesatuan yang meliputi -seluruh wilayah dan segenap kekua-
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tan negara yang mencakup politik, ekonomi, sosial-budaya 
dan pertahanan keamanan.

Pengertian Wawasan Nusantara dalam Penjelasan Umum 
tersebut mengandung arti bahwa:

1. Wawasan Nusantara merupakan pandangan politik bangsa 

Indonesia yang didasarkan pada keedaan ,geografinya 
(pandangan geopolitik).

2. Wawasan Nusantara mengartikan tanah air Indonesia ee- 

bagffi satu kesatuan wilayah dan segenap kekuatannya 

yang mencakup kekuatan politik, ekonomi, sosial-budaya 
dan. pertahanan-keamanan.

ad.1 Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik me-
ngandung arti bahwa penyelenggaraan politik yang mem
perhitungkan kenyataan dan kondisi geografi bangsa

Indonesia sebagai faktor penentu untuk memperluas
wilayah. pengaruh (sphere of* influence) dengaa meng- •

gunakan "ruang" (space, raum) sebagai konsep yang e-
rat kaitannya dengan konsep kekuatan dalam hubungan

30antar bangsa* Dengan demikian pandangan geopolitik
bertitik tolak pada faktor geografi sebagaimana yang
telah dikatakan Morgenthau " . . . . the factor of

geography as an absolute that is supposed to deter-
31mine the power, and hence the fate of nations'1®

Suatu kenyataan dan fakta, bahwa secara geografis 
Indonesia merupakan negara yang dilalui garis kha.tu 

listiwa atau dapat- dikatakan sebagai "Negara Khatu-
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listiwa" (Equatorial State) disamping berbentulc MNe- 
gara Kepulauan," (Archipelagic State). Bentuk "negara. 

khatulistiwa" tidak dapat dipisahkan kaitannya de- 
ngan adanya GSO, karena GSO hanya ada di atas negara- 
negara yang wilayahnya dilalui garia khatulistiwa. 

ad.2: Pengertian "wilayah" yeng tercantum. dalam Wawasan 

Nusantara tersebut dapat diartikan sebagai wilayah 
nasional dan wilayah kepentingan nasional. Wilayah 

nasional Indonesia merupakan bentuk wilayah 3 (tiga) 
dimensi, dimana didalamnya berlaku kedaulatan penuh. 
Adapun wilayah kedaulatan Indonesia terdiri dari:

- wilayah daratan sebagai dimensi pertama;

- wilayahi perairan sebagai dimensi kedua;
- wilayah udarai sebagai dimensi ketiga*

Sedangkan "wilayah kepentingan nasional" Indonesia 
merupakan wilayah dimana Indonesia mempunyai kepen
tingan berdasarkan hak berdaulat (sovereign rights) 
yang timbul karena kedaulatannya. Wilayah kepenting
an nasional Indonesia yang merupakan perpanjangan 
kepentingan wilayah nasionalnya antar8 lain terdapat 
di:

*
1. Landas Kontinen berdasarkan Undang-Undang Nomex 1 

taiauox 1973.
2.- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan Undang- 

Undang Nomer 5 tahun 19B3.
3.- Orbit Geo-stasioner (GSO) bexdasarkan pemilikan se

cara de facto satelit Palapa dan de jura bunyi pen 
jelasan pasal ^0 ayat 3 Undang-Undang Nomex 20 ta
hun 1982.
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Aatara wilayah nasional dimensi ketiga(wilayah udara) 

dengaa "wilayah kepentingan nasioaal" Indonesia ter

hadap GSO dihubungkaa oleh ruang angkasa yang juga 
merupakan "wilayah kepentingan aasional" Indonesia 
berdasarkan prineip yang terdapat dalam Space Treaty. 
Sesuai dengan doktrin Wawasan Nusantara, saya dapat 
menyimpulkan bahwa ruang angkasa bukan sebagai pemi- 

sail antara wilayah nasional Iadonesia dimensi ketiga 
(wilayah udara) dengan "wilayah dimana Indonesia mem- 
punyai kepentingan" yakni GSO. Ruang angkasa adalah 
penghubung antara kedua wilayah tersebut dalam satu 
kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dea perta- 

hanan-keamanaa.
GSO telah diakui oleh masyarakat iaternasional eeba- 

gai salah satu sumber daya alam (natural resource). Sumber 
daya alam merupakan salah satu elemen yang ikut menentukan 
kekuatan nasional (national power) suatu bangsa. Menurut

3?Morgenthau elemen-elemea kekuatan nasional terdiri atas;
- Geography.
- Natural Resources.

- Iadustrial Capacity.
- Military Preparedness.
- populetioa.

- National Morale.
- National Character.
- The. Quality of Diplomacy.

- The Quality of Government..
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Kekuatan nasional Indonesia yang menjadi inti Keta- 
hanan Nasional telah tercakup didalam pengertian Wawasan 

Nusantara sebagaimana terdapat pada angka 4 Penjelasan U- 
mum Undang-Undang Nomer 20 tahun 1982 terdiri deri;

- Kekuatan politik.

- Kekuatan ekonomi.
- Kekuatan sosial-budaya.

- Kekuatan pertahanan-keamanan*
Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomer 20 tahun 1982# 

kekuatan pertahanan-keamanan negara Republik Indonesia terdiri 
dari beberapa komponen, yeitu:

e. Rakyat terlatih sebagai komponen dasar;

b. Angkatan Bersenjata beserta Cadangan Tentara Nasional 

Indonesia sebagai komponen utama;
c. perlindungan Masyarakat sebagai komponen khusus;
d. Sumber daya alam, sumber daya buatan dan prasarana 

nasional sebagai komponen pendukung.
GSO yang merupakan sumber daya alam terbatas serta sa- 

telit palapa sebagai sumber daya buatan termasuk dalam penger 
tian huruf d pasal 10 Undang-Undang Nomer 20 tahun 1982*

Dari uraien tersebut diatas dapat saya simpulkan bah- 
wa GSO yang berada dietaa wilayah k-edaulatan Indonesia sangat 
erat kaitannya dengan Wawasan Nusantara.
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PERANAN INDONESIA SEBAGAI "NEGARA KHATUUSTIWA"
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
TERHADAP PEMANFAATAN ORBIT GEOSTASIONER

1. Dampak Positip Pemanfaatan Orbit Geostasioner baffi Indo 
nesia

Bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan 
maupun "negara khatulistiwa" yang terbesar dan terpanjang 
di dunia dengan segala keunikannya dapat dijadikan modal 
dasar untuk menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional di 
segala bidang.

Sebagai satu "negara khatulistiwa" terpanjang didu 
nia (panjang garis khatulistiwa Indonesia + 5.1^0 km), In 
donesia dilalui GSO terpanjang pula yakni + 33*979,07 km 
atau sekitar 12,82 % dari GSO yang ada^? Dengan demikian 
jelas bahwa Indonesia mempunyai kepentingan besar terhadap 
pemanfaatan dan penggunaan GSO.

Keadaan alam Indonesia yang banyak terdapat gunung 
berapi mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap satelit 
satelit yang ditempatkan terlalu dekat dengan permukaan bumi. 
Akibat sampingan yang ditimbulkan letusan gunung berapi mi 
salnya semburan udara panas, muntahan batu-batuan, semburan 
abu yang terkadang mencapai ratusan bahkan ribuan kilometer 
tingginya akan sangat berpengaruh terhadap satelit yang di 
tempatkan terlalu dekat permukaan bumi. Keadaan ini dapat 
diatasi dengan cara menejnpatkan satelit-satelit tersebut

BAB III

32

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK HUKUM PEMANFAATAN ... JURISTYO WITJAKSONO



dalam orbit geostasioner, karena lokasi di GSO bebas dari 
pengaruh-pengaruh negatip yang datang dari muka bumi.

Penempatan satelit komunikasi di GSO akan mempunyai 
keuntungan tertentu jika dibandingkan dengan orbit lain. 
Keuntungan tersebut meliputi:^

- Cakupan lebih luas;
- Flexible;
- Kwalitas informasi lebih terjamin;
- Dapat digunakan pada setiap saat (24 jam);
- Komunikasi dapat terjadi point to the point;
- Fixed transmission dan antenna di bumi;
- Bagi negara yang terdiri dari berbagai pulau, peman 

faatannya akan lebih effisien dan effektif;

- Dapat memberikan komunikasi yang kontinue antara ber 
bagai stasiun bumi dengan hanya menggunakan sebuah 
satelit.
Bangsa Indonesia, semenjak tahun 1976, beberapa bulan 

sebelura ikut menandatahgani Deklarasi Bogota, sudah lebih 
dahulu mempergunakan GSO untuk menempatkan satelit Palapa. 
Kehadiran satelit Palapa tersebut memberikan dampak positip 
bagi peningkatan taraf kehidupan bangsa Indonesia misalnya 
mutu pendidikan, kwalitas dan kwantitas hasil pertanian, 
sambungan telepon dan telex, memperluas jangkauan pengirim 
an dan penerimaan gelombang radio dan televisi,

Untuk kebutuhan jangka panjang GSO tidak saja digu 

nakan bagi satelit telekomunikasi saja, melainkan dapat di
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pakai untuk' mengoperasikan berbagai jenis satelit antara, lain 
satelit navigasi, meteorologi, remote sensing. Penggunaan GSO 

untuk jangka panjang ini diaesuaikan dengan pelaksanaan pro

gram. PELITA IV terutama yang menyangkut. sektox ilmu pengetahu— 
an dan teknologi* Dalam Ketetapan MPR No .II/MPR/1983 tentang 

"Garis-Garis Besar Haluan Negara" dinyatakan untuk mendorong 
kegiatan pembangunan perlu dilanjutkan peningkatan efisiensi 

serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna, termasuk tekno
logi- tradisional, dengan meneliti secara seksama teknologi 
yang akan dipilih sehingga dapat menunjang usaha peningkatan 

produksi, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan peadapat- 
an, serta pemeliharaan kelestarian sumber alam dan lingkung- 

an hidup.

Mengingat besamya peranan satelit Palapa sebagai sa
lah sata pemerata telekomuaikasi, make sangat. tepat jika sa- 

telit tersebut dikatakan "katalisator" Wawasan Nusantara ; 
presiden Soeharto ketika menerima delegasi Dewan Telekorau- 

nikasi Intemasional pada tanggal 12L,.Koperabex 1984- di Jakarta
•zzr

menyatakani:
Telekomuaikasi dianggap penting dalam menumbuhkan Wa
wasan Nusantarai pertumbuhan sosial ekonomi, maupun 
pertahanan dan keamanan. Dengan telekomuaikasi satelit 
Palapa, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dapat 
segera disampaikan kepada rakyat hingga ke desa-desa 
terpencil. Demikian pula sebaliknya, aspirasi yang 
berkembang di masyarakat sampai di desa terpencil 
segera dapat^diketahui.

2*. Keikutsertaan Indonesia menghadapl masalah GSO di fora 

intemasional maupun nasional
Masalah d,efinisi/delimitasi rusng angkasa serta me-
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salah GSO merupakan masalah iatemasional yang sampai saat 
iai masih terus menjadi bahan perdebatan baayak aegara ka

rena terdapatnya perbedaaa prinsip daa pandangan masing- 
maeing negara tersebut. Perjuangaa negara-negara khatulis
tiwa guaa mengusulkan ditetapkanaya regim hukum f,sui generis'* 

peagaturaa GSO agaknya masih belum dapat dipahami sepenuhaya 
oleh aegara-negara maju. Umumnya mereka masih tetap berpea- 
diriaa bahwa ruaag angkasa daa segala isiaya, termasuk GSO 
merupakaa "warisan bersama umat manusia" (common heritage 
of mankind) sehiagga berlaku prinsip kebebasaa memakeiaye.

Iadonesia sebagai. negara khatulistiwa dengan GSO ter- 
panjang. di dunia jelas mempuayai kepentingaa besar dalam 
masalah ini. Oleh kareaa itu dalam berbagai sidaag atau pex- 
temuaa iateraasional yaag membahas masalah GSO khuausaya ser- 
ta peaggunaaa ruaag aagkasa pada umumaya, ladoaesia jaraag 
sekali absea meagirimkan delegesi-delegasin^ao Selaia itu 
do. Indonesia sendiri Bering diadakaa pertemuaa-pertemuan, 
semiaar, lokakarya, diskusi teataag berbagai masalah yaag 
timbul sehubuagaa dengan penggunaan ruaag aagkasa akibat 
kemajjiaa ilmu peagetahuaa daa tekaologi. Pertemuaa iai dise- 
lenggarakaa deagan mengundang sejumlah wakil dari berbagai 

iastaasi atau departemea guaa ikut merumuskaa sikap atau pe

doman bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasio- 
aalnya.

Beberapa pertemuaa atau sidang iaternasioaal yaag te- 

lah diikuti Indonesia untuk memperjuengkaa kepentingannya
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M I L I K 1
terhadap pernakaian GSO adalah: .—  f
a. pertemuaa pertaraa negara-aegara khatulistiwa dl Bogota.

pada taaggal 29 Nopember sampai deagaa 3 Desember 1976 iai 
merupakaa pertemuaa pertama tiegara-negara khatulistiwa um~ 

tuk membahas GSO.. Hadir dalam pertemuaa iai 8 (delapaa) ae— 
gara khatulistiwa yaitu: Colombia, Congo, Equador, Indonesia, 
Kenya, Uganda, Zaire, dan Brazil. Indonesia dalam pertemuaa 
lal mengirimkaa delegasinya terdiri. darl Soehardjoao (ketua), 
Prof.Dr.priyatna Abdurrasyid (anggota), daa Moeatoj,o,S.H. se.~ 

bagal sekretaris.
Negera-negara yang hadir dalam pertemuan iai telah mem-

1. Masalah pemilikaa "Geo Stationary Orbit".

2. Perlu tldaknya diadakaa peniniauan kembali terhadap 
segala perjatijiaa mengenai angkasa, terutama Space 
Treaty 1967i.

3. Sikap bersama yang bagaimana yang harus diambil pada 
pertemuan. ITU daa pertemuaa iateraasioaal lainnya yaag 
akaa datang. Colombia sendiri telah, meayatakaa di PBB 
bahwa negaranya mempunyai hak kedaulataa terhadap "Geo
stationary Orbit".

4. Menyatukan diri terhadap tantangea yaag past! timbul 
dikemudiaa hari dari tiegara-negara besar.

TO
Dalam pertemuaa tersebut delegasi Indonesia mengusulkaa:

1. To be established a permanent international organize- 
tioa of equatorial state, to which are attached a tech 
aical aad legal council. “

2. The permaneat organizatioa will have on its agenda, 
among others, the. following pressing alternative 
questions, which are:

pertemuaa yaag diselenggarakaa dl Bogota Colombia

37persoalkaa pokok^okok dibawah iai:
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a. The establishment, of state sovereignty or juris
diction up to 36-900Q. km upward in space,,

b.. The. establishment of an economic, zone in space 
as it is the case in the. law of the sea, and 
which is now still being discussed at the Inter 
national Conference of the Law of the Sea, or “

c« Equatorial State having first priority in the 
uses of tha geostationary orbit. in space.

Pada akhir pertemuanfmereka telah mengeluarkan pemyataan
barsama yang ditandatangani oleh kedelapan negara k^atulis—
tiwa tersebut yang terkenal sebagai "Deklarasi Bogota" anta-

39ra lain berisi:

1. The geostationary orbit is a physical fact arising 
from the nature of our planet because it depends 
exclusively on its relation to gravitational pheno
mena caused by tha earth;

2. Under the current rules of the International Telecom
munication Union, the geostationary orbit is limited 
natural resource over which the. equatorial countries 
exercise permanent sovereignty in line with. UN reso
lution;

3. There is no satisfactory definition of outer space 
to support the argument that the geostationary or
bit is included in outer space;

4,. The ban on national appropriation is not applicable 
in view of the lack of definition of outer space;

5. Technological partition of the orbit is inappropri
ation;

6. The geostationary orbit is not covered by the Outer 
Space Treaty; and

7. The Outer Space Treaty cannot be a "final answer".

b. Sidang International Telecommunication Union (ITU) tahun 
1977 di Jenewa-Swiss.

Forum internasional pertama yang digunakan oleh ne- 
gara-negara khatulistiwa untuk memperjuangkan Deklarasi
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Bogota, akan tetapi masalah tersebut masih belum dimasukkan
dalam agenda sidang. Namun demikian, Indonesia telah berha-

sil memasukkaa kedalam minutes sidang suatu pernyataan yang
40berjudul "Reflection on State Sovereignty in Space".

Putusan sidang akhirnya menyatakan bahwa yang bexwe- 

nang membahas tuntutan aegara-negara khatulistiwa tersebut 
adalah United Nations Committee on. the Peaceful Ueea of Outer 
Space (UNC0PU0S) melalui kedua sub-komitenye yakni sub-komite 
ilmiah dan teknik serta sub-komite hukum«

c. Sidang-sidang UNC0PU0S.
Setelah melalui perjuangan lama daa berlarut-larut

akhirnya acara GSO berhasil masuk dalam sidang UNC0PU0S pads*
41tahun 1978 dalam. agenda sidang yaag berjudul:

Matters relating to the definition aad/or delimitation 
of outer space and outer space activities, bearing ia 
miad, iater alia, questioas relating to the geostatio. 
nary orbit.

pernyataaa - pernyataan delegasi Indonesia yaag disampaikan
42delam eidaag-sidaag UNC0PU0S aatara lain:

. . . .  the orbiting of geostationary satellites- can 
be regarded as a legitimate activity ox as an act of 
appropriation of a part of space by a nation or group 
of nations* The. fact that it will be years, before o- 
thex aationa will have the technological capability 
for placing their own satellites in the GS0(sidang 
ke XVI Subkomite Hukum. UNC0PU0S taaggal 14 Maret -
6 April 197,7).
The developmeat on space science, space technology and 
the lauachiag of many telecommunication satellites into 
the GSO bring up a number of serious interrelated tech
nological, politics, sosial, and legal questions (pant- 
dangaa umum delegasi Iadoaesia mengenai "The Physical 
Nature and Technical Attributes of the GSO 1979.) •
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As for the question of GSO, my delegations is of the 
view that bearing in mind, its unique, and specific na 
ture, its sui generis character should be taken into 
account, in. any definition of outer space whose limits 
have not yet been established (Pidato Dubes Purbo pa 
da Sidang ke XVIII Sub Komite Hukum COPUOS tanggal
20 Maret 1979 di New. York).
Indonesian is of the firm opinion that the GSO, being 
a limited natural, resource in danger of becoming satu 
rated soon and hence a source of international frictl 
on, must be subjected to, specific international regu
lations. These regulations should take the form of & 
legal regime sui generis for safeguarding overcrowding 
of the: orbit and guaranteing the rights and interests 
of all countries, particularly the developing countries, 
end at th& same time recognizing the special rights and 
interest in the orbit of the subjacent states, while the 
present situation of 'first come, first served1 is unao 
ceptable since it serves the interest of only a* few 
states (Sidsng UNCOPUOS tahun 190-1).

All countries have equal rights, irrespective of their 
level of scientific and technological development, to 
explore and ta use outer space on an equitable baaio* 
The geostationary orbit ia a limited natural resource 
and is rapidly getting overcrowded, especially in cer 
tain part thereof, such as. the segment superjacent to 
the equatorial countries. (Sidsng XXIII Sub Komite Hu 
kum UNCOPUOS tanggal 19 Maret - 6 April 1984 di Jenewai).

d... World Administrative Radio Conference (WARC) 1979,.
WARC 19-7i9 diadakan sebagai pelaksanaan ketentuan 

Konvensi ITU tahun 197,3. Pada akhir sidangnya, WARC telah 
menelorkan euatu resolusi berjudul "Relating to. the Use 
of the Geostationary Satellite Orbit and to the Planning 
of Space Services Utilizing it" yang salah satu pertimbang 
annya berbunyi:

e) that in the use of the geostationary-satellite 
orbit for space services, attention should be 
given to the relevant technical aspects concer 
ning the special geographical situation of par 
ticular countries; ~
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Kalimat "attention should he given to the relevant 

technical aspects concerning the special geographical si 
tuation of particular countries" ini diartikan oleh negg 

ra-negara khatulistiwa sebagai. "special interest"nya.

e« Pertemuan kedua negara-negara. khatulistiwa di Quito- 
Equador tahun 1982.

Mengingat hasil Deklarasi Bogota 1976 belum memper 
oleh kemajuan yang berarti, bahkan sebaliknya mendapat tan 
tangaa oleh beberapa negara teknologi maju, maka sebagian 

negara penanda-tangan Deklarasi Bogota tersebut yaitu: 

Colombia, Equador, dan Indonesia mengadakan pertemuan me 
reka yang kedua pada taaggal 26. April - 2B April 1982. di 
Quito-Equador yang membahas:

1«. Historical development of political, technical and 
juridical aspects about the orbit for GSO in the 
international Organizations as from the signing of 
the Bogota Declaration;

2* Evaluation of juridical and technical concepts on 
tha light of the Bogota Declaration;

3. Tha Equatorial Countries position in the coming 
International Conference;

4i.- Seat and data of tha Third Meeting of the Equato, 
rial Countries; ”

5o Miscellaneous matters.
Susunan delegasi Indonesia terdiri dari: Zahar Ari- 

fin,S.H. sebagai katua, prof.Ir.Wiranto sebagai wakil ketua, 
Juwana dan Wikanto sebagai anggota aerta Prof.Dr.Priyatna 

Abdurrasyid sebagai penasehat*

Pertemuan ini, akhirnya mengeluarkan "Final Minutes
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of the Second Meeting of Equatorial Countries on the Geo

stationary Orbit" yang berisi 4 (empat) kesimpulan pokok:
1. To reaffirm their willingness to maintain the use 

of outer space as a dimension of peace and of coo 
peration for the development of science and tech” 
nology and the welfare of mankind, and, in parti 
cular, of the developing countries.

2. To reiterate their, willingness to, actively partici 
pate ini all the international fora aimed at promo
ting the participation of the developing countries, 
ini the transfer of technology and in the activitiea 
for the use of space that are made available by the 
Geostationary Orbit*
To. affirm the rights of the developing countries, ta 
benefit from the technology and utilization of space 
and its applications as well as its exploration.

4t«- To establish the following principle:

- International Juridical Regime.
- preservation of this Natural Resource.
- Rights of previous Authorization.
- Rights of Equatorial States*
- Non Military Use.
- Regional and Global Cooperation.

Dalam salah satu prinsip mengenai "Rights of Equato
rial States" dinyatakan bahwa:

The Equatorial States have the rights to preserve the 
corresponding segment of the Geostationary Orbit above 
its territory for purposes of conservation and use of 
the Orbit.

Jadi, jelas bahwa dalam pertemuan Quito ini negara- 
negara khatulistiwa tidak lagi menuntut kedaulatan atae 
segment GSO di etas wilayahnya, melainkan "the rights to 
preserve" untuk tujuan konservasi dan penggunaan.

f.. United Nations Conference of the Peaceful Uses of Outer
Space (UNISPACE) tahun 1982
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Pertemuan, negara-negara khatulistiwa yang telah di
adakan di Quito tersebut membuahkan hasil yaitu dukungan

negara-negara yang tergabung dalam Kelompok 77. Dukungan

Kelompok 77 ini berbunyi:^
Group 7,7. considers that the principle of guaranteed 
and equitable access should be the essence of any 
new regulatory mechanism and should take into acco 
unt the particular needs of the developing countries, 
including thoae of equatorial countries.

Dalam sidang UNISPACE yang berlangsung tanggal 9
Agustus - 21 Agustus 1982 di Wina tersebut, Indonesia; ju-
ga mengusulkan, agar segera= menetapkan regime hukum. f,sui
generis" GSO. Usaha Kelompok 77 ini tidak sia-sia karena

dalam akhir sidang UNISPACE tersebut usnl kelompok tersebut
dicantumkan dalam paragraph 2S1 Final Report UNISPACE 1982 

a ayang berbunyi:
However, the Equatorial Countries consider that the GSO 
constitutes a phenomenon related to the reality of our 
planet* in that its existence depends exclusively on 
its relation to gravitation phenomena generated by the 
earth, and that for this reason its should hart be in
cluded in the concept of outer space and its utiliza*- 
tion should be regulated under a sui generis, regime *
• s .

perjuangan negara-negara khatulistiwa itu tidak se- 

mata mata hanya untuk kelompok negara khatulistiwa saja, 
akan tetapi mengusahakan bebasnya ruang angkasa dari beha*- 
ya bahaya kehaiLcuran terhadap kemanusiaan dan khususnye 
terhadap negara-negara berkembeng dan khatulistiwa sendi- 

ri. Bahwa tuntutan ini bukan hanya untuk kepentingan nega
ra negara khatulistiwa saja tampak dalam kenyataan hasil
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4.Ssidang UNISPACE 1982 yangvterdapat dalam paragraph 284:
Clearly, such a planning method should take into 
account the specific needs of the developing coun 
tries, as well as the geographical situation of 
particular, countries.

Pemtahasanj masalah GSO di fora intemasional hinjj
ga eaat ini masih terus berlangsung terutama yang dilaku
kan oleh UNCOPUOS. Dalam sidang ke-23 Sub Komite Hukum

yang telah berlangsung dari tanggal 19 Maret - 6 April
1984 di Jenewa membahas masalah GSO, penginderaan jarak
jauh (Remote Sensing) serta penggunsan sumber tenaga nu-
klir (NPS) di ruang angkasa. Pembahasan masalah GSO telah
maBuk dalam acara nomer 5 yang berjudul:

Matters relating to the definition and delimitation 
of outer space and the character and utilization, of 
the Geostationary Orbit, including the elaboration 
of general principles to govern the rational and e- 
quitable use of the Geostationary Orbit, a limited 
natural resource.

Dalam sidang tersebut Indonesia bersama-sama Colom
bia, Equador, serta Kenya telah mengajukan kertas kerja. 
(working paper) tentang "Draft General Principles Gover
ning the Geostationary Orbit" dan telah diterima oleh MU- 
PBB dengan nomer agenda A/AC. 105/C.2/L. 147 tanggal 29 Ma*- 
ret 1984.Mereka masih tetap konsisten dengan prinsip-prin 
sip pertemuaa Quito sebagaimana tersebut dibawah ini:

The Equatorial States shall have preferential right 
to the segment of the Geostationary Orbit superjacent 
to the territory under their jurisdiction.

g. pertemuan-pertemuan nasional.
Disamping Indonesia aktif mengikuti sidang-sidang
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4.4

atau pertemuan internasional yang membahas masalah GSO 
khususnya maupun ruang angkasa pada umumnya termasuk da

lam aplikasinya sehubungan kemajuan teknologi, maka di 
fora nasianalpua juga seriag diadakan pertemuan yang ber- 

kaitaa dengan. kedirgantaraan. Pembahasaa serta pemecahaa- 
nya dilakukan. secara interdepartemental. Maksud dan tuju- 

aa diadakannya pertemuan. seraacam ini tidak lain adalah un
tuk mendapatkaa masukan atau usulan yang akan digunakaa 
sebagai bahan pertimbaagaa guna merumuskan pedomaa Indo

nesia di fora internasional.
Beberapa pertemuan, nasional mengenai masalah kedir 

gantaraaa yang telah diadakaa di Indonesia antara lain:
- Penyelenggaraan "UN Regional Seminar Remote Sensiag 

Applications and Satellite Communiications for Educa 
tion and Developmeat" tanggal 18 - 25 Nopember 1981 
di Jaklarta sebagai persiapaa meayonsong UNISPACE II*

- Ceramah ilmiah oleh. priyataa Abdurrasyid deagaa to- 
pik "Orbit Geostatioaer sebagai wilayah kepeatiagaa 
aasioaal kelangsungan hidup Indonesia1' yang diadakan 
dalam raagka ulamg tahun LEMHANNAS ke^18 pada tang
gal 20 Mei 1983 di Jakarta.

- "Diskusi Nasional Masalah GSO" yang membahas GSO da*- 
ri aspek ilmiah daa tekaik, hukum, hankamnas, dan 
politike Diskusi iai diprakarsai LAPAN yang telah di 
selenggarakaa pada tanggal 6 - 8  Juni 1983 di Jakarta.

- Seminar ZOPFAN dalam rengka pembentukan "Nuclear- 
Weapon-Free-Zone (NWFZ) di kawasan Asia Tenggsrs" 
yang telah diadakan oleh DEPARLU pada tanggal 14 - 
15 Januari 1985 di Jakarta.

- Seminar sehari tentang "prospek Sistem Komunikasi 
Satelit di Indonesia" diselenggarakaa oleh. LAPAN 
bekerja sama dengaa Badaa Antariksa Jerman Barat 
pada tanggal 29, Januari 1985 di Jakarta.

- Seminar dengan tfiema "Satelit sebagai pemerata komu-
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nikasi" yang diadakan di Solo pada tanggal 2 - 4  Pe- 
bruari 1985.

- Ceramah ilmiah oleh Muaadjat Danusaputro dengan topik 
"Hukum Liagkungaa di Indonesia dalam rangka Ekologi 
perkotaaa" yang membahas antara lain pengaturan liag- 
kungaa dirgaatara. Ceramah imi diadakan pada tanggal 
27 April 1985 di Jakarta.

- Konpereasi dan Pameran teataag "Communicatioa Indone
sia 19.85" membahas sistem radio, komunikasi digital, 
satelit, diadakan. pada tanggal 30 April - 4 Mei 1985 
di arena Pekaa Raya Jakarta.

perjuangaa aegara-negara khatulistiwa daa berkembang
lainaya untuk mengusulkaa pengaturaa GSO dalam regime, hukum.

"sui generis" pada mulanya banyak mendapatkan taataagea te?-

rutama dari negara-negara teknologi maju. Namun, berkat ada-
nya usaha-usaha peadekataa yaag dilakukaa selama didalam ma-
upua diluar sidang, akhiraya dapat timbul peagertiea oleh.
aegara-negera yaag aemula meneataagaya. Diaatara peagertiaa
pengertiaa tersebut tampak. dalam pernyataaa berikut ini:^

Expressed understanding of the anxiety about the usa 
of tha geostationary orbit ead supported the proposal 
to study the scieatific aad technical aspect in. order 
to elaborate an international legal regime on the or
bit. (Australia)
Did not oppossed to discussion of the issue of the geo
stationary orbit. (Iraa)
Prepared to recommead, for consideratioa by tha Geaeral 
Assembly, a draft resolution! concerning the legal aspects 
of tha geostationary orbit, if no conseasus oa these qu- 
estioas could be reached ia tha Legal Subcommittee. (Uai 
Sovyet)
That it was necessary to develop a legal regime ia which 
"the special interest of the equatorial countries” would 
be takea into account.(Mexico)

The concerns of th^ equatorial countries were not absurd,
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particularly since they were countries seeking to 
achieve- development. They were worthly of note and 
should be examined carefully in the context of the 
1967 Treaty,(Belgia)

3,.. pertimbangan-pertimbangan Indonesia untuk Memperjuangkan 
"Wilayah, Kepentingan Nasional Kelangsungan Hidupnya" terha- 

dap GSO di atas Wllayahnya

a* Pertimbangan^pertimbangan non-yuridis.
Pertimbangan non-yuridis yang merupakan alasan bagi 

Indonesia untuk memperjuangkan "wilayah kepentingan nasio

nal kelangsungan hidupnya" terhadap pemanfaatan GSO melalui 
regime "sui generis" didasarkan pada doktrin Wawasan Nusarv- 

tara dan Ketehanan Nasional. Kedua doktrin ini saling kait- 
mengkait dan telah ditetapkan sebagai pedoman bagi setiap 
perjuangan Indonesia untuk membela kepentingan nasionalnya, 

Wawasan Nusantara merupakan konsepsi kewilayahan yang 
mengartikan tanah air Indonesia sebagai eatu kesatuan menca- 

kup seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara yang melipu- 
ti kekuatan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan 
keamanan.Konsepsi kekuatan nasional (national power) yang 
digunakan oleh Indonesia adalah konsepsi Ketahanan Nasional, 
Ketahanan Nasional merupakan "benteng" dalam mencapai tujuan 
nasional Indonesia sebagaimana telah tercantum dalam pembu- 
kaan UUD 194.5• Ketahanan Nasional mencakup unsur kesejahte- 
raan (prosperity) maupun unsur keamanan(security). Kedua un
sur ini merupakan dua hal yang paling mendasar bagi bertahan- 
nya suatu kehidupan ke“bangsaan atau lazim disebut sebagai "na
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tional survival value'1.

Beberapa faktor non-yuridis Wav/asan Nusantara mau 
pun Ketahanan Nasional yang dapat dijadikan pertimbangan 
bagi Indonesia untuk memperjuangkan "wilayah kepentingan 

nasional kelangsungan hidupnya" terhadap pemanfaatan GSO 
adalah:
Faktor geografis.

Wawasan Nusantara maupun Ketahanan Nasional disusun 
dengan memperhatikan situasi dan kondisi geografi Indonesia. 
Secara geografis Indonesia disebut juga sebagai "negara kha 
tulistiwa" (Equatorial State),

Garis-Garis Besar Haluan Negara telah menentukan bah 
wa situasi dan kondisi geografi Indonesia merupakan modal da 
sar bagi pelaksanaan .Pembangunan Nasional. Adapun yang dimak 

sud dengan situasi dan kondisi geografi Indonesia mencakup 
kedudukan Indonesia di sepanjang garis khatulistiwa, yang da 
lam hal ini tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan GSO.

Faktor politis.
Pertimbangan Indonesia untuk ikut memperjuangkan ter 

hadap wilayah kepentingan nasional di GSO secara politis di 
dasarkan rasa solidaritas yang tinggi yang dijiwai oleh hasil 
Konperensi Asia-Afrika, Non-Blok, OKI, ASEAN, serta Kelompok 
Tujuh-Tujuh. Hal ini dapat dimaklumi karena mayoritas negara- 
t][egara khatulistiwa tersebut terletak di benua Afrika.

Perjuangan Indonesia tersebut juga merupakan salah 
satu realisasi pelaksanaan politik luar negeri bebas dan

'<7
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aktip. Bebas dalam arti bahwa Indonesia tidak memihak dan 
selalu bergantung pada aegara-aegara "besar", sedangkan 
aktif dapat diartikan Indonesia ikut serta meayel&saikaa 

masalah internasional yaag dapat membahayakaa serta mengan 
cam kehidupan umat manusia. peaggunaan GSO secara seweaang 
weaang oleh aegara-aegara teknologi maju merupakan salah 
satu bentuk encamaa yang dapat membahayakaa kehidupan umat 

maausia0
Alasaa politis yaag dijadikaa laadasaa perjuangan

Indonesia terhadap penggunaaa GSO adalah uatuk menekankan
bahwa dalam peayelenggaraan hubuagaa internasional, politik
merupakan salah satu faktor yang tidak dapat ditinggalkaa
Uegitu saja® Sehubungaa deagaa hal iai saya kemukakaa pea-
dapat J,G, Merrills yaag meayatakaa:

• <> » « the existence of law in no way precludes the 
pursuit of politics* The fact that on certain matters 
iatamational law allocates certain competences to sta 
tes obviously has no effect oa political activity ia “ 
the many areas the. law leaves untouched® Moreover, as 
we shall see, much of iaternational politics directly 
concerns the current conteat of these rules of inter 
national law*

Faktor ekoaomi,
Sifat GSO adalah sangat ekonomis daa efektif bagi 

penempatan berbagai jeais satelit maupun benda angkasa la 
innya, karena kecepetan perputaran satelit daa kecepataa 
bumi adalah sama. Keadaaa iai mengakibatkan satelit atau 
benda yang ditempatkan di GSO apabila dilihat dari tempat 
tetap di bumi akan tanqsak "diem" (stationer).
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Kedudukan "stationer” ini memberikan keuntungan bagi 

setiap negara yang memiliki benda di GSO* Untuk mengendali 

kannya tidak perlu mengikuti lintasan benda tersebut, sehin^ 
ga cukup mendirikan satu stasiun pengendali di. bumi. Hal ini 
jelas menghemat biaya yang harus dikeluarkan0

Indonesia merupakan satu-satunya negara dl kawasan. 

ASEAN yang telah memiliki dan menempatkan satelit di GSO* 
Saat ini satelit Palapa telah disewa oleh negara tetangga 
yaitu Malaysia, Filipina dan Muangthai. Hasil sewa terse
but merupakan salah satu sumber pemasukkan ekonomi Indone
sia untuk meningkatkan kesejahtexaan rakyatnya.

Faktor keamanan.
Keamanan merupakan salah satu faktor utama untuk 

menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa. Tanpa adanya ja- 
minan keamanan yang cukup memadai, negara akan mengalami 

hambatan mencapai tujuan nasionalnya.
Pertimbangan Indonesia terhadap sektor keamanan di- 

dasarkan pada kenyataan bahwa saat ini penggunaan ruang 
angkasa texmasuk GSO telah mengarah pada maksud-maksud 
yang tidak damai. Sebagai fakta dapat saya kemukakan bahwa 
Amerika telah menempatkan satelit mata-mata "Sigint" (Sig
nal Intelligence) di GSO untuk memonitor komunikasi Uni So- 
vyet, sebaliknya Uni Sovyet juga telah menempatkan "Cosmos

AQ1603" untuk menyadap pembicaraan yang terjadi di Amerika .
Keadaan tersebut menimbulkan rasa kekhawatiran bagi 

Indonesia akan akibat yang mungkin dapat terjadi oleh kegi-
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atan negara-negara "Super power" tersebut terhadap keaman- 
an nasionalnya.

Faktor teknologi,

Kemajuan teknologi yang telah dicapai oleh bangsa 
Indonesia perlu mendapatkan perhatian tersendiri didalam 
usahanya memperjuangkan kepentingan nasional terhadap pe- 
manfaatan GSO. Keberhasilan industri pesawat terbang "Nur- 

taaio" merupakaa salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia 
beaar-beaar telah mampu menguasai daa memaafaatkaa seadiri 

wilayah dimensi ketigaaya.Tidak mustahil aaati suatu saat 

Iadoaesia juga mampu memproduksi sendiri wahaaa aatarikaa 
misalnya: satelit, pesawat ruang aagkasa termasuk komponea- 
komponeaaya, Untuk mencapai kemajuan tersebut memang diper- 
lukaa waktu, biaya serta tenaga yaag tidak sedikit. Namua, 
hal demikiaa bukaa merupakaa suatu masalah bagi kita yang 

sudah terkeaal deagaa sifat keuletan daa kegigihaanya.
Untuk mencapai hal itu pemerintah. telah menentukaa 

cara dan langkah-langkah guna meningkatkan kemampuaa tekno
logi yaag diperlukaa meaunjang Pembangunan Nasional. Salah. 
satu modal dasar yang merupakan faktor dominan pelaksanaaa 
Pembangunan Nasional adalah pemanfaataa sumber daya alam 
GSO. Oleh karena itu usaha yang sedang dirintis oleh Indo
nesia untuk memperjuangkan wilayah kepeatingaa nasionalaya 
terhadap pemanfaatan GSO perlu mendapatkan dukungan.

b. Pertimbangan-pertimbangan yuridis.
"Indonesia, ialah negara yang berdasar atas hukum
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(Rechtstaat)", begitulah salah satu kalimat yang terdapat 
dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 194.50 Kalimat tersebut 
mempunyai makna bahwa setiap tindakan atau perbuatan hukum. 

dalam lingkup nasional maupun intemasional yang dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia harus berdasarkan atas hukum.
Dasar hukum. intemasional*

Perjuangan Indonesia sebagai negara khatulistiwa un

tuk menuntut GSO sebagai wilayah kepentingan nasional kelang 
sungan hidupnya dapat dianalogikan dengan perjuangan negara- 

negara pantai (Coastal States) terhadap Zona Ekonomi Eksklu- 
sif (ZEE).Ketentuan hukum intemasional telah memberikan hak 
dan yurisdiksi negara-negara pantai untuk mengatur sumber da 

ya alam di ZEE. Pasal 55 Konvensi PBB tentang Hukum Laut ta

hun 1982. berbunyi:
The exclusive economic zone is an area* beyond and adja
cent to the territorial sea, subject ta the specific le 
gal regime established in this Part, under which the 
rights and jurisdiction of the coastal State . . * .

Selanjutnya paBal 56 ayat. 1 Konvensi tersebut menyatakan:
In the exclusive economic zone, the coastal State has:
a. sovereign rights for the purpose of exploring and 

exploiting, conserving and managing the natural re 
sources, * • o «

h. jurisdiction . • . with regard to:
- the establishment and use of artificial islands, 

installations and structures;
- marine scientific research;
- the protection and preservation of the marine en
vironment.

c. other righta and duties provided for this Convention.
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Tuntiutan yaag dilontarkan negara-negara khatulisti
wa terhadap GSO bukan merupakan tuntutan kedaulatan, mela- 
inkan menuatut adanya "the rights to preserve" terhadap se^ 
ment GSO di atas wilayah kedaulatannya.Ketentuan ini tercan 
turn dalam "Final Minutes" Quito tahua 1982.

Kedaulatan yaag telah menjadi atribut suatu negara mer- 

deka (iadepeadence) melahirkan suatu hak bexdaulat (sovereign 
rights)oDisampiag itu aegarajmemiliki beberapa hak-hak menda 
sar (fundamental rights) yaitu: independence, equality of
states, territorial jurisdiction, self-defence dan self- 

50preservation, Tuntutan hak yang diajukan oleh negara-negara 
khatulistiwa tersebut merupakan salah satu pelaksanaan hak- 
hak mendasamya, yaitu self-preservation,

"The rights to preserve" terhadap segment GSO yang 
diajukan oleh negara-negara khatulistiwa tersebut dilandasi 
oleh dua doktrin yang sudah lama dikenal dalam hukum inter- 
nasional yaitu; Doctrine of Necessity dan Doctrine of Rights 
of Self-Preservation.Kedua doktrin tersebut erat kaitannya 
dengan pasal 51 Piagam PBB yang memberikan hak kepada setiap 
negara untuk mempertahankan dirinya (self defence) bilamana 
timbul suatu serangan bersenjata atau setidak-tidaknya bila
mana ada kekhawatiraa akaa timbul gangguaa keamanan terhadap

51negaranya«, Perbedaannya adalah self-preservation merupakan
penciptaan beberapa bentuk keadaan yang ditujukan untuk me- 
ngurangi kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan dan bahaya 

dari manapun datangnya,-sedangksn self-defence berlntikan fak
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tor-faktor "instant, overwhelming, and leaving no choice of
52means, and no moment for deliberation"*

Sehubungan dengaa kedua doktrin tersebut saya menyi-
tir pendapat Puffendorf, Vattel dan Oppenheim yang mengetakan:^

Most writers maintain that every State has a fundamental 
right of self-preservation. However, If every State real 
ly had a right of self-preservation, all the State woulH 
have the duty to admit, suffer,, and endure every violati 
on done to one another in self-preservation. But such du 
ty does notexist. On the contrary, although self preserve 
tion is in certain cases an excuse recognised by Interna 
tional Law, no State is obliged patiently to submit to vi 
olations done to it by such other State as acts in self-" 
preservation, but can repel them. It is a fact that in 
certain cases violations committed in self-preservation 
are not prohibited by the Law of Nations. But, neverthe 
les, they remain violations, may therefore be repelled, 
and indemnities may be demanded for damage done. It ia 
frequently maintain that every violation is excused so, 
long as it was caused by the motive of self-preservation 
but it become more and more recognised that violationa 
of other States in the. interest of self preservation are 
excused in cases of necessity only.
Hak-hak mendasar Indonesia telah tercantum dalam UUD

194i5. salah satu dian.taranya adalah pencapaian tujuaa nasio-
nalnya. Tujuan nasional Indonesia terdapat pada alinea IV Pem.
bukaan UUD 1945 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpeh darah 
Indonesia;

2* Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemer 
dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

3. Memajukan kesejahteraan urnum;
4. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan nasional Indonesia tersebut mencakup unsur 
nnecesBityn(kebutuhan) maupun unsur nself-preservation”(pex- 

lindungan diri) termasuk didalamnya hak mempertahankan diri.
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Kedua unsur tersebut merupakan syarat mutlak. untuk dapat

menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Untuk mema-
jukan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan kecerdasan

bangsa Indonesia dibutuhkan beberapa sarana diantaranya
adalah. penggunaan sumber daya alam GSO untuk meneropatkan
satelit Palapa (sumbex daya buatan) .Kabutuhan akan peman

faatan GSO tersebut merupakan "right of necessity" bagi
Indonesia; sedangkan "right of self-preservation" diwujud
kan dengan menciptakan keadaan untuk melindungi dirinya

dari segala ancaman yang, mungkin timbul. Doktrin yang di
gunakan bangsa Indonesia untuk melindungi dirinya adalah
Ketahanan Nasional,Ketentuan penggunaan doktrin Ketahanan

Nasional ini secara tegaa dan jelaa telah dimasukkan dalam

Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan: "Pada ha<-
kekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguh

an suatu bangsa untuk: dapat menjamin kelangsungan hidupnya
54menuju kejayaan bangsa dan negara”.

Contoh. konkrit penggunaan kombinasi. kedua doktrin 
hukum. internasional tersebut antara lain:

- Penatapan ADIZ(Air Defence Identification Zone) yak 
ni suatu jalur pertahanan Amerika dipantai selebar" 
500 mil membentang di lautan Atlantik dan Pasific. 
Setiap pesawat udara dan kapal asing harua melewati 
alur-alur yang telah ditetapkan dan pelanggaran akan 
dikenai sanksi hukum,

- SDI (Strategic Defence Initiative) merupakan Bistem, 
pertahanan Amerika di ruang angkasa.

- CADIZ (Canadian Air Defence Identification Zone) me 
liputi laut bebas selebar 100 mil dari pantai.
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- PADIZ (Philiphiaes Air Defence Identification Zone),

- Klaim zona keamanaa Uai So.vyet dan Canada terhadap 
Kutub Utara.

- Klaim. wilayah kelaagsungan hidup terhadap Kutub Se- 
latan oleh Australia, Selandia Baru dan Argeatina.

- Zona wilayah pertahanaa Jepaag sepanjang 1000 mil.
- Penempatan armada-armada oleh Amerika maupun Uni So- 

vyet, di hampir semua samudera serta pemhentukan pang 
kalan pang kalaa militer*
Iadoaesia telah meratifiikasi Konvensi ITU tahun 1973 

dengan Undaog-Uadang Nomer 11 tahun 1976 (Lembaran Negara 

tahun 1976 Nomer 56)*Dengan telah diratifikasinya Konvensi 

tersebut, maka Indonesia secara yuridis terikat pada semua 
ketentuan dalam Konvensi kecuali pasal 50. ay at. 2 mengenai 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaag diajukaa oleh 
salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 33 ayat 2 Konvensi tersebut menyatakaa bahwe 
GSO merupakan sumber daya alam terbatas (limited natural 
resource.) dan. harus digunakan secara effisien dan ekonomis. 
Berdasarkan Resolusi MU-PBB Nomer 1803 (XVII) tanggal 14 De- 
sember 1962 mengenai "Permanent Sovereignty over Natural Re
sources11 dinyatakan bahwa setiap bangsa berhak:

. • . * to permanent sovereignty over their natural 
wealth and resources must be exercised ia the inte 
rest of their national development and of the welT- 
beiog of tha people of the State concerned: the ex
ploration, developmeat and disposition of such re
sources , 0 • • •

Pertimbangan yuridis Indonesia terhadap penggunaan 
GSO juga didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam 

"Declaration oa the Establishment of A New International
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Economic Order" tanggal 1 Mei 1974 yang salah satu prinsip-
nya menyatakan:

Full permanent sovereignty of every State over its 
natural resourcea and all economic activities* In 
order to safeguard these resources each State is 
eatitled to exercise effective, control ovex them 
and their exploitation with means suitable to ita 
own. situation, including the right to nationaliza
tion or transfer of ownership to ita nationals, 
this right being an expression of the full perma
nent sovereignty of the State. No State may be sub
jected to economic, political or any other type of 
coercion to prevent the free and full exercise of 
this inalienable right.

Kete&tuaa tersebut diatas mirip dengan- pasal. 2 ayatl

"Charter of Ecoaomic Rights and Dutiea of States" tanggal
15 Januari 1975, sebagaimana berbunyi:

Every State has and shall freely exercise full perm a neat 
sovereigaty iacludiag possesion, use aad disposal aver 
ell its wealth, aatural resources aad ecoaomic activities.

Prinsip-prinsip tersebut ditegaskan lagi dalam perte
muaa Kelompok 77 yaag ketiga di Manila yaag kemudian mengha— 
silkaa "Deklarasi Maaila 1976V Dalam salah satu perayataaanye? 
berbunyi:

Declare oace again that international economic relation 
should be based on full respect for the principles of 
equality among States, aad non-intervention in iateraal 
affairs, oa respect for differeat economic aad social 
systems aad oa the right of each State to. exerciae full 
aad permaaeat sovereignty over its aatural resources 
aad all its ecoaomic activities, • • • •

Indonesia termasuk salah satu anggota Kelompok 77, 
sangat besar peraaaanya guna ikut melakukan perjuangan ber— 
sama sama negara khatulistiwa lainnya terhadap GSO.Dukuagaa 

Kelompok 77 ini telah mendapatkan perhatian dalam sidang yang
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diadakan oleh UNISPACE pada tahun 1982 di Wina0 Hal ini tam- 

pak dalam paragraph 284 Final Report UNISPACE 1982 yang me- 
nyatakaa:

« o « « Clearly, such a planning method should take 
into account the specific needs of the developing 
countries, as well as the geographical situation of 
particular countries*

Suatu langkah maju perjuangan negara-negara berkem- 

bang umumnya serta negara-negara khatulistiwa khususnya 
adalah dicaatumkannya kalimat "take into account the speci
fic needs of the developing countries as well as the geogra

phical situation of particular countries" dalam Konvensi ITU 
tahun 1982 yang juga terdapat dalam pasal 33 ayat 2 berbunyi:

In using frequency bands for space radio services Members, 
shall bear in mind that radio frequencies and the geosta
tionary satellite orbit are limited natural resources and 
that they must be used efficiently and economically, in 
conformity with the provisions of the Radio Regulations, 
so that countries, or groupB of countries may have equita
ble access to both, taking into account the special needs 
of the developing countries and the geographical situati
on of particular countries*

Kalimat "the special needs of the developing countries" 
dan "the geographical situation of particular countries" ini 
mempunyai arti peating sebagai landasan yuridis perjuangan 
Indonesia khususnya dan negara-negara khatulistiwa umumnya. 

Dari kedua kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemakai— 
an GSO harus mengingat kebutuhan khusus negara berkembang 
serta memperhatikan keadaan geografi dari "particular coun- 
tries"(negara-negara yang dilalui garis khatulistiwa).

Hasil perumusan UNISPACE 1982 serta Konvensi ITU tahun 

1982 di Nairobi telah diterima oleh Sub Komite Hukum UNCOPUOS
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dalam sidangnya pada tahun. 1983 untuk dijadikan dasar peru
musan. peraturan pemakaian GSO. Ketentuan iai secara jelas 

tercaatum dalam "Report of the Legal Sub-Committee on the 
Work of its Second Sessioa" taagg8l 13 April 1983 dengan no
mer agenda A/AC.105/320. yaag antara lain menyatakan:

As regards the question of the geostationary orbit, 
soma delegations believed that the Sub-Committee 
should commence the formulation of regulations go
verning the use of the geostationary orbit. They 
refered to the decisions of the Second United Na
tions Confereace oa the Exploration and Peaceful 
Uses af Outer Space in Vienna in 1982 and the 1982 
Coafereace of the Interaatioaal Telecommunication 
Union. (ITU) in Nairobi.

Ada beberapa point penting yang perlu diperhatikan

untuk merumuskan peraturan mengeaai GSO sesuai dengan la-

poran hasil sidang Sub Komite Hukum tahun 1983* yaitu;*^
1B The Geostationary Orbit to be of sui generis cha

racter and a limited natural resource*

2o The Geostationary Orbit was oot considered at the 
time of elaboration of the Outer Space Treaty,

3* The developed States would be at a> disadvantage if 
GSO was to be utilized on basis the techaologically*

4* There was a special physical relationship between 
the Equatorial States and the Geostationary Orbit.

5. The promulgation of legal norms regulating the use 
of the orbit which would take into account the ia- 
tereat of Equatorial Countries.

6. Technological advances were not a substitute for 
the formulation of such rules.

Dasar hukum nasional.
Disamping ketentuan-keteatuaa hukum iateraasional, 

Iadoaesia perlu pula memperhatikaa beberapa ketentuan yang
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terdapat dalam perundang-undangan nasional yang ada. kaitan- 
nya dengan. perjuangsn terhadap wilayah kepentingan nasional 

kelangsungan hidupnya, diantaranya adalah:
Undang-Undang Nomer 4 tahun 19B2 tentang "Ketentuan- 

Ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup" yang dalam pa^ 

eal 2 nya menyatakan:"Lingkungan hidup Indonesia berdasarkan 

Wawasan Nusantara mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruaag, 
tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak 
berdaulat, serta yurisdiksinys"*

Berdasarkan bunyi pasal 2. tersebut, dapat ssya siinpul- 

kan, bahwa ruang lingkup Indonesia berdasarkan Wawasan Nusan- 
tara terdiri dari 3 (tiga), yaita:

1. Ruang yang dilekati kedaulatan;

2# Ruang yang terdapat hak berdaulat bagi Indonesia;

3. Ruang dimana Indonesia melaksanakan yurisdiksinya. 
Ruang tempat Indonesia melaksanakan kedaulatannya me

rupakan wilayah nasional yang berbentuk 3' (tiga) dimensi se- 
bagaimana dimaksud dalam Penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang- 
Undang Nomer 4. Prp. tahun 1960 tentang "Perairan Indonesia":

(1) Dengan perairan Indonesia dimaksud bagian wilayah 
negara yang terdiri dari air,Sebagai diketahui wi~ 
layali suatu negara itu mempunyai kedaulatan dapat 
meliputi:
a0 Wilayah daratan,
b, Wilayah perairan,
c, Wilayah udara.

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwaMThe 
Contracting States recognize that every State has complete 
and exclusive sovereignty over the airspace above its ter

ritory"- Berdasarkan bunyi pasal 1 Konvensi Chicago ini, me-
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ka Indonesia mempunyai kedaulatan terhadap ruang udars yang
bersifat lengkap dan eksklusif* Kata "lengkap" berarti bu-
lat dan penuh, eedangkan "eksklusif" menunjukkan keadaan
yang tidak dapat dikurangi oleh apa dan siapapun juga*^

Selanjutnya mengenai. GSO terdapat penjelasan yang
disampaikan oleh Pemerintah atas Pandangan* Umum anggota DPR
terhadap RUU "Keteirtuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkung-

an. Hidup" yang menyatakan:
Tentang kedudukan ruang angkasa dan ruang udara dalam 
pengelolaan lingkungan. hidup dapat kami jelaskan. bah
wa menurut hukum intemasional ntaka kedaulatan negara 
mencakup juga ruang udara (air space) dimana masih ter 
dapat daya tarik bumi. Ketentuan pasal 2. RUU Lingkungan 
Hidup meliputi ruang udara, namun dapat pula menampung 
hukum antariksa yang dimasa datang melibatkan masalah- 
masalah "geostationary orbit" (GSO).

•Sedangkan contoh pelaksanaan hak berdaulat (sovereign 
rights) aatara lain terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 
sebagaimana terdapat dalam pasal 4 ayat 1. huruf a Undang- 
Undang Nomer 5 tahun 1983 tentang "Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia" (ZEEI) yang berbunyi:

(1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indo
nesia mempunyai dan melaksanakan:
Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksplo- 
itasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam 
hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di 
bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan 
lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis 
zone tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, 
arus dan angin.
Selanjutnya dalam Penjelasan pasal tersebut dapat di- 

baca "hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang 
ini tidak sama atau tidek dapat disamakan dengan kedaulatan
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penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas 
laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman 
Indonesia ....'*

Semen.jak tahun 1976 secara de facto Indonesia telah 
memiliki satelit di GSO. Dengan demikian secara otomstia 

Indonesia dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap sate
lit tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 8 Space Treaty 

tahun 19.67 yang berbunyi:
A State Party to the. Treaty on whose registry an ob
ject launched into outer space is carried shall reta 
in jurisdiction and control over such object, and over 
any personnel thereof, while in outer space or on a 
celestial body.

Wilayah yurisdiksi Indonesia juga terdapat di Landas 
Kontinen maupun di Zona Ekonomi Eksklusif, antara lain ter— 
hadap pulau buatan, instalasi atau bangunan-bangunan lainnya.

Undang-Undang Nomer 2Q. tahun 1982 menjadi suatu lan- 
dasan yuridis bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepenting
an nasionalnya di dirgantara. Ketentuan ini terdapat dalam 
pasal 30 ayat 3 yang berbunyi:

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara bertugas:
a0.selaku penegak kedaulatan negara di udara memperta>- 

hankan keutuhan wilayah dirgantara nasional bersama- 
sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan ke- 
amanan. negara lainnya;

be mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan per
tahanan keamanan negara di dirgantara;

c. menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan dalam 
rangka hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b 
ayat (3) pasal ini„

Selanjutnya didalam penjelasannya berbunyi sebagai
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Yang dimaksud dengan tugas penegakkan kedaulatan 
negara diartikan sama dengan penjelasan ayat (2) 
huruf a pasal ini bagi wilayah udara. Adapun pe- 
ngertian dirgantara mencakup ruang udara dan an- 
tariksa termasuk orbit, geo-atationer yang merupa 
kan sumber daya alam terbatas.

Ketentuan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomer 20 ta
hun 1982 tersebut mengandung beberapa pokok pengertian: 
Menegakkan kedaulatan di ruang udara.

Penegakkan kedaulatan negara Indonesia di udara se- 
bagaimana dimaksud dalam Penjelasan pasal 30 ayat 3 huruf a 
UU Noc20/1982 adalah » . . . . penegakkan kedaulatan negara 
diartikan sama dengan Penjelasan ayat (2) huruf a pasal ini 
bagi wilayah udara . . . . "

Adapun bunyi Penjelasan pasal 30 ayat 2 huxuf a adalah;
Yang dimaksud dengan tugas penegakkan kedaulatan negara 
dilaut mencakup pengertian penegakkan hu*kum di laut se- 
suai dengan kewenanganyang diatur dengan peraturan per- 
undang undangan, baik dalam lingkup nasional maupun da
lam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan hukum intema- 
sional.

Ketentuan hukum internasional bagi penegakkan kedau- 
latan negara di ruang udara adalah Konvensi Chicago 1944. 
Mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara.

Pengertian dirgantara yang terdapat dalam Undang- 
Undang Nomer 20/1982 mencakup ruang udara dan antariksa ter
masuk orbit geo-stationer. Priyatna Abdurrasyid mengemukakan 
bahwa pengertian kepentingan wilayah negara dimensi ketiga 
adalah ruang udara nasional dengan kepanjangan wilayah ke-
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pentingan nasional kelangsungan hidupnya yakni GSO. Dari 
pendapat Priyatna tersebut dapat saya simpulkan bahwa GSO 
merupakan wilayah kepentingan nasional kelangsungan hidup 

bangsa Indonesia dan bukan sebagai wilayah kedaulatan.
Keutuhan wilayah dirgantara diartikan sebagai satu 

kesatuaa utuh yang meliputi politik, ekonomi, sosial-budaya 
dan pertahanan-keamanaa aatara wilayah kepeatiagaa nasional 
kelangsungan hidup bangsa Indonesia dengan wilayah kedaula
tan aasioaaloya.
Meagembangkan poteasi nasional.

Pasal 14 UU No*20/1982 menyatakaa:"Sumber daya alam, 
sumber daya buatan daa prasarana nasional sebagai komponen 

pendukung kekuatan pertahanan keamanan negara didayagunakan 
bagi peningkatan daya dan hasil guna serta kelaacaran dan 
kelangsungan upaya pertahanan keamanan negara"

GSO sebagai sumber daya alam terbatas merupakan salah 
satu potensi aasioaal yaag dapat dikembaagkan keguaaannya 
melalui cara sebagaimana tercantum dalam pasal 32 ayat 2 
UU No.20/1982 yang berbunyi:

Peagembangan sumber daya alam daa sumber daya buataa 
dalam rangka pendayagunaaanya dilakukan dengan:

a. mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya bu- 
Btan yang bernilai strategis, dengan jalan mengelo- 
lanya menjadi cadangan materiil strategis untuk men 
cukupi kebutuhan dalam jangka waktu tertentu pada Ice 
adaan darurat;

b. menentukan dan atau menetapkan cadangan materiil stra 
tegis dalam rangka inewujudkan sistem logistik wilayah 
da daerah-daerah-sesuai dengan persyaratan dan tuntu- 
tan upaya pertahanan keamanan negara.
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Menjamin keamanan. segala usaha dan kegiatan di dirgantara.
Usaha untuk menjamin kepentingan nasional Indonesia 

di dirgantara dilakukan sesuai dengan doktrin Ketahanan Na

sional. Ketahanan Nasional Indonesia mempunyai sifat defensif 
aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif serta 

bersifat preventif aktif yakni sedini mungkin mengambil lang 

kah dan tindakan guna mencegah dan, mengatasi setiap kemung- 
kinan timbulnya bahaya atau ancaman dalam bentuk apapun dan 
dari manapun datangnya.

GSO sebagai salah satu sumber daya alam yang merupa
kan potensi nasional bangsa Indonesia perlu segera diamankan 
melalui cara sebagaimana terdapat dalam pasal 32 ayat 1 jo 

ayat 3 UU No.20/1982 yaitu;
a. Konservasi yakai membatasi penggunaannya sesuai de

ngan kebutuhan dan kepentingan nasional agar dapat 
dimanfaatkan dalam jangka panjang.

b* Diversifikasi yakni mengembangkan serta mewujudkan 
penggunaannya untuk menghindarkan ketergantungan pa* 
da sesuatu sumber daya alam tertentu* ""
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P E N U T U P

Kesimpulaa

1 Dari seg8la permasalahaa yaag timbul meagenai GSO yaag 
terutama adalah masalah pemilihan posisi di. GSO.

2« Baayak hal baru yaag dihasilkaa akibat perkembaagaa li
ma peagatahuaa daa tekaologi pada saat iai, misalnya 
Remote. Seasiag (RS), Nucleax power Sources (NPS), Di
rect Broadcastiag Satellite. (DBS) yaag terkadaag menim- 

bulkan masalah yaag cukup pelik. Space Treaty 1967 yaag 
diaaggap sumber segala pengaturaa masalah keantariksaan 
tidak lagi mampu untuk memecahkaa masalah tersebut.

Segala aktivitas di aatariksa tidak hanya melibatkaa 
satu, aspek saja.

4* perjuangan aegara-aegara khatulistiwa meauatut peagatu- 

raa GSO melalui regime hukum "sui geaeris" dapat diaaa- 
logken, deagaa pexjuaagaa aegara-aegara paatai (Coastal 
States) terhadap Zoaa Ekonomi Eksklusif ^ZEE) yaag telah 
diakui oleh. hukum. iateraasioaal sebagai "specific legal 
regime.”.

5. Perselieihan yang terjadi sehubungan dengaa aktivitas 
di aatariksa termasuk dalam hal iai pemakaiaa GSO sela- 
lu diselesaikan melalui cara-cara damai sesuai deagan 

prinsip-priasip piagam perserikataa Baagsa-Bangsa.
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6. Belurn ada suatu ketentuan. hukum intemasional yang me- 

nun.juk badan atau lembaga organisasi intemasional ter- 
tentu yang diberi wewenang untuk khusus menyelesaikan 
perselisihan sehubungan. dengan aktivitas di GSO.

7. Penyelesaian melalui cara arbitrase merupakan salah sa
tu. cara yang harus ditempuh oleh para pihak yang berse- 
lisih mengenai masalah keantariksaan.

8* Wawasan Nussntara maupun Ketahanan Nasional merupakan 
pisau penganalisa paling ampuh untuk dijadikan sebagai 
pedoman, bagi perjuangan Indonesia terhadap pemanfaatan 

GSO* pelaksanaan kedua doktrin tersebut didasarkan pa
da Teori Kerukunan, Doctrine, of Necessity, serta Doc
trine of Righta Self-Preservation.

9. Hasil pertemuan. Konperenai Asia-Afrika, ASEAN, Gerakan 
Non-Blok serta Kelompok 77 sangat relevan guna membang- 
kitkan rasa solidaritas negara-negara khatulistiwa ma- 
upun negara-negara berkembang lainnya guna memperjuang- 
kan kepentingan nasionalnya terhadap pemanfaatan GSO.

10.. Perjuangan Indonesia menuntut "wilayah kepentingan na
sional kelangsungan hidupnya" terhadap GSO melalui re
gime hukum "sui generis" bukan bermaksud menuntut wila
yah kedaulatan.

11. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi ITU 
hanya mengatur secara teknis pemakaian GSO yang khusus 
digunakan. untuk menempatkan satelit; jadi belum menga-
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tur penempatan benda-bencia angkasa (space objects) di 
GSO yang bukan berwujud satelit,

12, Penggunaan kata "may" dalam kalimat " « , • may have 
equitable access * . • . 11 sebagaimana tercantum da

lam pasal 33. ayat ^2) Konvensi ITU tahun 1973 mempu
nyai konotasi. bahwa dalam hal pemakaian GSO tidak ha- 
rus selalu ada kesamaan, Bandingkan dengan kata "shall" 
yang terdapat dalam Space Treaty 1967*

13- Banyak keuntungan yang diperoleh Indonesia sehubungan 

dengan pemakaian. GSO pada waktu ini antara lain ad8lah 
dapat- memperluas jangkauen pemancaran dan penerimaan- 
gelombang radio daa televisi sampai kepelosok-pelosok 
daerah, Disamping itu pula telah meningkatkan kwalitaa 

siaraa radio, televisi maupun. sistem. komunikasi lainnya,

Undang-Undang Nomer 20 tahun 1982 tentang "Ketentuan- 
Katentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Kepublik 

Indonesia'1 merupakan salah satu implementasi nyata Wa
wasan Nusantara terhadap pemanXaatan GSO,

Saran.

'\• Perlu segera ada penegasan sikap dan pandangan Indone
sia perihal kepentingan nasional Indonesia di dirgan
tara, termasuk pemaniaatan GSO, dengan memasukkan ke- 
dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

2o Pengertian "dirgantara" yang terdapat dalam salah sa
tu ketentuan, Undang-undang Nomer 20 tahun 19&2 perlu
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segera diberikan batasan yang lebih jelas dan tegas.

3. Segera menyusun. Undang-undang tentang Kedirgantaraan 
Nasional Negara Republik Indonesia beserta aturan- 

aturan pelaksanaannya.

4* Dengan telah ikut sertanya Indonesia dalam kegiatan 
keantariksaan misalnya pemakaian GSO untuk menempat- 
kan satelit palapa, rencana pengiriman "payload spe
cialist" Indonesia untuk melakukan penelitian di ru
ang angkasa, maka pemerintah. Indonesia perlu memper- 
timbangkan untuk segera meratifikasi semua ketentuan 

hukum intemasional yang mengatur segala aktivitas 
suatu negara di antariksa. Adapun. ketentuan-ketentuan 
tersebut yang saa.t ini sudah ada dan perlu mendapatkan 

perhatian Indonesia adalah:

a* Treaty Banning Nuclear Weapoos Test, in, Atmosphere, 
in Outer Space and Under Water, 5 Agustus 1963.

b* Treaty on Principles. Concerning the Activities of 
States ia the Exploration and Use of Outer Space, 
including the Moon and Other Celestial Bodies,
21 Januari 1967.

c. Agreement oa the Rescue of Astronauts, the Return 
of Astronauts aad the Return of Objects Launched 
into Outer Space, 3 Desember 1968.

d. Convention oa International Liability for Damage 
Caused by Space Objects, 9 Oktober 1973«

e. Convention on Registration of Objects Launched into 
Outer Space, 15 September 1976,

f. Agreement Governing the Activities of States oa the 
Moon and Other Celestial Bodies, 18 Desember 1979.

Disampiag itu ada beberapa ketentuan hukum internasio-
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nal tentang masalah keantarikssan yang pada saat ini 
masih dibahas, namun juga perlu mendapatkan perhatian 
pemerintah Indonesia antara lain:

a* prin.ciples Governing the Use by States of Artifici
al Earth Satellite for Direct Broadcasting.

be Legal Implications of Remote Sensing of the Earth 
from. Space*

c« The Possibility of Supplementing the. Norms of Inter
national Law Relevant to the Use of Nuclear* power 
Sources in, Outer Space.

d. Matters. Relating to the Definition and/or Delimita
tion of Outer Space and Outer Space Activities, be
aring in mind inter alia, Questions Relating to the 
Geostationary (Jrbit*

Mengupayakan terciptanya peraturan internasional ten
tang wahana antariksa yang sudah tidak terpakai guna 
mengurangi kepadatan 8ntariksa.

5° Mengusulkan pada PBB untuk membentuk suatu Badan Oto- 
rita internasional guna mengatur pemakaian GSO yang 

berada diluar yurisdiksi suatu negara khatulistiwa* 
Contoh konkrit adalah adanya International Seabed Au
thority yang telah dibentuk PBB untuk mengatur sumber 
daya alam yang terdapat di Area*

6. Menggalang pengertian bersama negara-negara di dunia 
guna menciptakan suatu kawasan bebas nuklir atau Nu
clear Free Zone. ^NFZ) di dirgantara yang ditujukan un
tuk kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dunia.

7. Memperjuangkan terus^ melalui fora internasional hak
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Indonesia untuk memilih, menentukan, serta menggunakan 
posisi di GSO di atas wilayah kedaulatan territorialnya 
yang dipandang strategis®

8. Membentuk kader-kader Indonesia yang ahli dibidang pe

manfaatan sumber daya alam di dirgantara dengan cara an 
tara lain mengirimkan beberapa tenaga ahli dari Indone

sia untuk dididik dan dilatih di negara-negara teknologi 
maju, mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari luar negeri 

guna mehgadakan saling tukar informasi teknologi,

9. Meningkatkan fungsi dan. peranan lembaga-lembaga peneli

tian yang sudah ada di Indonesia misalnya LIPI, BPPT gu
na meneliti sumber daya alam yang terdapat di dirgantara 

untuk dapat dimanfaatakan oleh Indonesia,

10. pemanfaatan GSO untuk jangka panjang hendaknya disesuai- 
kan dengan program, yang telah dicantumkan dalam GBHN an

tara lain harus mampu membawa perubahan.-perubahan funda
mental dalam struktur ekonomi Indonesia, sehingga produk- 
si nasional yang ‘berasal dari sektor-sektor diluar per- 
tanian. akan merupakan bagian yang semakin besar, dapat 
memberikan kesempataa kerja yang banyak.
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The undersigned representativea of the States traversed by the Equator ret la Bogota, 
Republic of Colonbia, fro* November 29 through December 3rd, 19?6 with the purpose 
of studying the geostationary orbit that correaponds to their national terrestrial, 
flea, and insular territory and considered ao a natural resource. After an exhang* 
of information aad having studied 1a detail the different technical, legal* and 
political aspects inplied in the exercise of national aoverlgnty of Statea adjacent 
to oaid orbit, have reached the following conclusions s

1. The Geostationary Orbit as a Natural Resource

The geostationary orbit is a circular orbit on the Equatorial plane in which the 
period of sideral revolution of the satellite is equal to the period of eideral 
rotation of the Earth and the satellite mores ia the soae direction of the Earth's 
rotation. When a satellite describes this particular orbitt it la said to be 
geostationary, such a satellite appears to be stationary in the sky, when viewed 
from the earth, and is fixed on the xanith of a given point of the Equator, whose 
longitude is by difiaition that of the satellite.

This orbit is located at an approximate distance of 35* 871 Kate, over the Earth’s 
Equator#

Equatorial countries declare that the geostationary synchronous orbit is a physical 
fact limited to the reality of our planet because its existence depends exclusively on 
its relation to gravitational phenonena generated by the earth, and that is why it 
nust not be considered part of the outer space. Therefore, the segments of geostationary 
syncronous orbit are part of the territory over which Equatorial states exercise their 
national sovereignty. The geostationary orbit is a scarce natural resource, whose 
iaportance and value increase rapidly together with the developoent of space technology 
and with the growing need for coeaunication, therefore, the Equatorial countries 
nesting ia Bogota have d«cldedto,.proclalg__and_defend on behalf of their peoples, the 
existence of their sovereignty over thie^nptural-resource*- The geostationary orbit 
represents is a unique facility that it alone can offer for teleconaranication services 
and other uses which require geostationary satellites.

The frequencies aad orbit of geostationary satellites are limited natural resources, 
fully accepted as such by current standards of the International Telecouunicatloas 
Union, Technological advanceaant has caused a continuous increase ia th* number of 
satellites that us* this orbit, which could result in a saturation in the near future.

The solutions proposed by the International Telecommunications Onion and the reletant

HKST MEETING OF EQUATORIAL COUNTRIES *

The expression "Equatorial Countries1' throughout the text aeane thoee ot.Un of the 
world traversed by the Equator,
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docimcnU that attsnpt to achieve a better uae of the geostationary orbit that shall 
prevent its iafiUent eaturatioa* are at present impracticable, and unfair and would 
conoiderably Increase the exploitation costs of this resource especially for develop! 
countries that do.not have equal technological and financial resources as coopared'to 
industrialized countries who enjoy an apparent monopoly in the exploitation and use 
of its geostationary synchronous orbit. In spite of the principle established by 
Article 33, sub-paragraph 2 of the International Telecowmmicationa Convention, of 
1973* that ia the use of frequency bands for space radiocoaaunicationa the Beobers 
shall take into account that the frequencies and the orbit for geostationary satellite 
are Halted natural resources that mist be used efficiently and econoaically to allow 
the equitable access to this orbit and to its frequencies, we can see that both the 
geostationary orbit and the frequencies have been used in a way that does not allow 
the equitable access of the developing countries that do not have the technical and 
financial Beans that the great powers have* Therefore,it is iBperative^for the. 
equatorial countries to exercise their sovereignty over the corresponding segments of 
the geostationary orbit#

2. Sovereignty of Equatorial States over the Corresponding Segcenta of the
Geostationary Orbit.

In qualifying this orbit as a natural resource, equatorial states reaffirn Mthe 
right of the peoples and of nations to psraanent sovereignty over their wealth and 
natural resources that nust be exercised in the interest of their national developaent 
and of the vslfarc of the people of the nation concerned, "as it is set forth in 
Resolution 2692 (XXV) of the United Nations General Assenbly entitled” peraanent 
sovereignty over the natural resources of developing countries and expansion of 
internal accumulation sources for econonic developaent"*

V ’ '
Furthereore, £he charter on econoalc rights and duties of states eolemly adopted by 
the United flatioae General Assembly through Resolution 3281 (XXII), once oore confirms 
the existence of a sovereign right of nations over their natural resources, is 
Article 2 sub-paragraph i, which reads : "All states have and freely exercise full 
and peraanent sovereignty, including possession, use and disposal of all their wealth, 
natural resources and economic activities*'1

Consequently, the above nentioned provisions lead the equatorial states to affira that 
the synchronous geostationary orbit, being a natural resource, is under the sovereignty 
of the equatorial states.

Legal status of the Geostationary Orbit

Bearing in Bind the existence of sovereign rights over segments of the 
;eoetiitionary crbit, the equatorial countries consider that the applicable legal 
:onoidoraUone in thio are* oust take into account the following :

a) The sovereign righte put forward by the equatorial countries mrr dir*ctod towardn

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK HUKUM PEMANFAATAN ... JURISTYO WITJAKSONO



rendering tangible benefits to their reepective people and for the universal 
community, which is completely different from the present reality when the 
orbit ie used to the greater benefit of the most developed countries.

b) The segments' of the orbit corresponding to the opfca sea ire beyond the national 
jurisdiction of states and will be considered as comfion -heritagê of mankind. 
Consequently* the conpetent international agencies should regulate its use aad 
exploitation for the benefit of nankind*

c) The equatorial states do not object to the free orbital transit of_ satejjjJbes 
approved and authorized by the International Telecommunications Convention, 
when these satellites pass through their outer space in their gravitational 
flight outside their geostationary orbit*

d) The devices to bo placed permanently on the segment of a geostationary orbit 
of an equatorial state shall require previous and expressed authorization oa 
the part of the concerned state* and the operation of the device should conform 
with the national lav of that territorial country over which it is placed.

i
It must be understood that the said authorization Is different from the 
coordination requested in cases of interference among satellite systems, which 
are1 specified in the regulations for radioconmunicatloas* The said authorisation 
refers in very clear tens to the countries1 right to allow the operation of 
fixed radiocommunicatlons stations within teir territory#

* •
a) Equatorial states do not condone the existing satellites or the position they 

occupy oa their segments of the Geostationary Orbit nor] does the existence of 
said satellites confer any rights of placement of satellites or use of the 
segment unless expressly authorised by the state exercising sovereignty over 
this segment.

,i. Treaty of 1967

The Treaty of 1967 on "The Principles governing the activities of states in the 
exploration and use of outer space, Including the moon and other celestial bodies", 
signed on January 27 of 19&7t cannot be considered as a final answer to the problem 
of the exploration and use of outer space* even less when the International commity 
ie questioning all the terms of international law whidfc were elaborated when the 
developing countries could not count on adequate scientific advice and were thus not 
able to obaerve aad evaluate the omissions* contradictions and consequences of the 
proposals which were prepared with great ability by the induatrialired powere for 
their own benefit.

There ie no valid or satisfactory definition of outer npace which may be advanced 
to eupport the argument that the geostationary orbit ig include in the outer space.
The legal affaire aub-coanieeion which ia dependent on the United Nation* Comniecion 
on the Use of Outer Space for Peaceful.

t-urponee, h«e been working for a long time on . definition of outar npuce, how*v*r,
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to dat®» there has been uo agreement in this respect.

Therefore, it ia imperative to elaborate a juridical definition of outer space, 
without which the implementation of the Treaty of 1967 is only a way to give recognitio

name of a so-called non national appropriation, what was actually developed was . 
technological partition of the orbit, which is simply a national appropriation, and thi 
must be denounced by the equatorial countries* The experiences observed up to the prase 
and the developments favourable for the coming years bring to light the obvious omission 
of the Treaty of 1967 which favour the equatorial states to elaln the exclusion of the 
geostationary orbit*

The lack of definition of outer space in the Treaty of 1967, which has already 
been referred to, implies that article 11 should not apply to geostationary orbit and 
therefore does not affect the right of the equatorial states that have already ratified 
the Treaty.

5* Diplomatic and Political Action

While article 2 of the aforementioned Treaty does not establish an express 
exception regarding the synchronous geostationary orbit, as an integral element of 
the territory of equatorial states, the countries that have note ratified the treaty 
should refrain from undertaking any prosedure that allows the enforcement of positions*

Whose juridical oaieeion h*e clearly been denounced*
•

The representative If the equatorial countries attending the meeting in Bogota, 
wish to clearly state their position regarding the declarations of Colombia and Eqnador 
ia the United Nations, which affirm that they consider the geostationary orbit to 
be an Integral part of their sovereignty, this declaration Is a historical background 
for the defenme of the sovereign rights of the equatorial countries. These countries 
will endeavour to make similar declarations in international agencies dealing with 
the sane subject and to align international policy in accordance with the principles 
elaborated in this documents.

Signed ia Bogota 3rd December 1976 by Beads of Delegations*

Geraldo NafcciBsnto Silva Soehardjono

to the presence of the states that are already using the geostationary!orbit* Under the

Qbserveteur du BRESIL Indonesia

Sara Ordoaei de londono 
Colombia

Paterson John Kiaya 
Kenya

Tchitche Lingulsei 
Congo

Khalid Tounin Klaene 
Uganda

Joe* Ayat* Laeoo
iu:uador Wabali &*Xita«bi(ia 

Zaire

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK HUKUM PEMANFAATAN ... JURISTYO WITJAKSONO



y:;/:,vL.i'r:̂v'GYv;s

of Tiiv: Vxcor.z or EowtfoaxftL countotks‘
C/J WiK ' c ^ v y w n ^ w  ORBIT *

I

The Socpnd Meeting of Equatorial Countries osi the 
Geostationary Orbit started its work on the 26t.h of April

*
at the conference rooms of the Ecuadorian Ministry of Foreig: 
Affairs, in Quito. 

ftmbaaoados FaicVritjo Values Bat’uero, Tnterift Hinister 
of Foreign 7i:cf̂ ir:i £or Ecivnd or„ brought forth scrns consider- 
‘■oticms with regard to the Goostatiojiiiv^ Orbit, an 4 .welcomed all' 
the partic.ipr ‘ ng delegatior.G -and opened tJbe meeting. (Annex A)

1 , ■ • .
On behalf of the delegations, /Sinister Ernesto Koari- 

*guazi President o£' the Coloinbian Delegation, thanked the wcl- 
cfiucing vordu of Ambassador Valdez.' }lith the eanie purpose,
_llti Zahar £xifin, Brasident o£ the Xndone&i&n Delegation, tool 
Jth<x floor'and also brought: forth soias of tho criteria of hic‘ 
jcountry with Vcqargil to the thci'iiodincrasiGod at I the rceetirjg.̂  ■
\ (Annex. Bj -

xx ~ p a E x x i m i m  “ s e s s io n  •

A£te.runxds, the"prclinu'naxy. uesslria took place, wnerc 
r/uasr agixiod o:t the designation of authors, txen and trie approval 
L‘. thcl agenda and roles oiT procedtr.ce?. of tha Heating . t

D5CT?LTjr;a--':--‘ °-' thc.v X̂ iioiicirj.i'?a delegation, Ambassador 
Galo Leoro, Prcrrkx'ti'̂  o£ th>-> Delegation, wa3 elected
onaniJhoaslv' as President: oil" tho •

■ The? following agenda vast «7fti7i:c«Tr$d*Jfc>r the tfeetiag *

I- niatorlcal dovolopnu-ht' o.:-political, technical and
juridical or.pcctsaJhoi\t '-bu Grhit fot Geostationary
G.ital'J.tCL-. £.ei the i:ir.o;;viat\on.\l "organizations as fro:
' kiio oi: the fciialarafcxou.
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That tha Ceos cat iontiry O/Jut constitute.*; a physical fact, 
closely l.inkod to tJv: reality of. our whose existence dep&nd
.upon the 'gravity viiovu-.I phn:iorc-mous -jv. aerated by the earth• Further 
more, It ia evident tlv.it its ĥysici.a.'!. suture as veil as technical 
attribute .arc iniiijuo tinti aro caused only by' phenomenons produced 
at the equatorial piano level. Thus, it should not be included in 
the.concept of outersB&CG-

${;Cogni2ing lÛ at tho Geostationary Crbit is a unique and 
liraitijf) natural rwsourco, and i t s  pruscnt utilization based on 
tho c r it e r ia ;  Tirr/*: corns, first: cervod", could load to.its.earlyi

r.atv.uratia’y-

'ftt/oro o$ the nood for rational, efficient and optimal use 
of tha Gopwt&tionary Orbit, toeing ictot account the legitimate 
rights Of tho equatorial ctatan.

That it is .accessary to .guaraatao the equitable access 
to tho Goootatior.&ry Orbit, by moans of a juridical regulation 
and a technical planning, tailing ijita account the ixitarcnts of 
all countriaa*cgpaciully the needs of the developing countries
&acj th& lagltimta rigbfco oi: the! equatorial countries.

. ■ ■ * . i , • t -
1 :

And taking into 'consideration *t&e Bogota Declaration of 
> i  - • tho Firnt Mooting of Equatorial Countries, of December 3rd of :

1976.

HAVE. CQKCLUDSDs

1* ■ To reaffirm fSieii: i;ii.Uiv.yuti3:i to maintain the use of 
oytcrspaca as a dirjoriajon of pcaco wad of cooperation for the* 
dovflopiaont oil ocicncc coehnola^sf and the welfare of mankind, 
and, in particular, of_ tho developing countries.

2- To roitorato their t/i.mngvioss to actively participate
in all the international’ fora nJjned at pror.tot.intj the* participation 
oC .the developing ccuutrica in tho transfer of technology and In 
tho activities for the uaa of L\r*aco that are made available by the 
Geostationary i
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To r. J<; i lca t h o  o*h1 of tho developing countries to 
b e n e f i t  f r u u  t : -o tei^olo^y -.viv. ut.v? 5zatien cf space and its 
applications lc. i;oll it:: .

4. To establish the following principles:

■ Principle i-3o.2

' xHTEnuATxcim jofgnxcAL regime

The International Jrj.ri.dicuX Hegiim-s on the use of the 
Gsoatatiouaty*Orbit has KhQ -̂ rus/cce of safeguarding the inter--
1 * Iestcijof all crnmiir^csv xipoeioliy thvt Vtctds of tho developing 
(foundries and tho ltgitijjinto .rights of the* Equatorial Countries

Principle to«2 

P  RE  S  K ft V A T  I  ON OF  T O T S ’t m T O H M *  H E S O O n C E

The Geostationary Orbit ic sx limited natural resource 
% j

and therefore thjoj saturation^ o£* the Geostationary*.Orbit', shculc t ’* 
be prevented as well os any ftonopolization or non equitable ise
by certain. countrios*.

Principle Wo. 3 

R IGHTS O r PREVIOOS M T tlOPJZATXQW

The placing o£ a device i n  th« segment of the Geostatio
nary Orbit os! an IT era a to rial State sliall require previous autho
risation of that State:; fcny devices for radiocomrounications fhal 
be treatcvl as fixed ntatio;uj*

P*rincinle Wo. 4

RIGHTS OF EQUATORIAL STATE!5
I

The Equatorial States have the rights; to p r e s e r v e  t h e  

correspondtng segment on the Geostationary Orbit a h o v u  i t s  

territory f!or riuxpocoo o£ conservation and use of t h o  O r b i t .

Innf/Cuni. transit o£ arty space object th t o u g h  the seg'upn
°- the Geectationary Orbit ehovo the Eouatorial stater* uhaH be 
°1lowed.
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l-iOM

The Geostationary Oro.lt chn.Ll not be usee1 for military 
or asgresivft purposes. International cooperation shall pror.ote 
ita ^cacofu*. use.

^ P r i n c i p l e  J J o - 6

RSGIOfhV- :^0 GLOllhl COOPERATION

i
Tht; Kyu^iaaUs.L r/L.:.U:a ofcfcar States shall- cooperate 

on. a regional -and ylobal L‘r ? ^ P /liuor/tly or through the
: c%.rpeteAt international onjhjiiza&ions for efficient and xatio-
1 • • i; rtal use of the, Geostationary Orbit.

VII-. fiXEEl SKJSION

In thsJ ‘afternoon o£ the 2Utl\ day of Apr^.1 of 192/., the 
sixth session toe5c place, ia i/hicU the Final Act o£ thd Meeting 
was approv&rf',

xx. cxosrNG SESSIOU

The closing scsiiicu toci; place right afterwards, in 
which tii;;.1 vjor!■; o£ tho Howt.uv* was concluded and this Final
;-H;Mi-(2S wore

fiy «yr»jen:sAit of the po.irt.ic '..u.-itiTig Delegations, thia 
; Final Minutes arc open foe signature by other Equatorial Statt
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Wl^fiErOKj;, tho lie c . tho fic'cond Meeting o£
rq u ato r ia i  Countries on the CfcOKtaticrinry Orbit,  • sign the 
current Final* Act at tho Eavu'idorio.n UiuAstty of Foreign 
A f f a i r s ,  in Quito, h\ cnglish  and spcinish, on tho us/cnty 
oirjht day of .tho month of Ap:;iX of nineteen hundred and e ighty 
two.

FOR ECUADOfl

1 .
fhilo Leioro F.
President. of the* Ecua£ci::Uiri 
Dcl&tfc&LOn

F O R  I N D O N E S I A

■A

.yon COLOMBIA

E x n & s t o y t f o d i i g t i G Z  t V e d i n e

Vren.iddnt..'0i/t.htt Colombian 
Delegation

O '

m / l i  \a
P E R P M 5 T A K .A A N  i 

U N I V E R S l f A S .  A 1 R L A N O G 4  

S U R A B A Y A

Zciiuir Jttifln
Pror-idont of tho Indonesian 

. Delegation

^^'*-•^>^1, <©/ y>
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